Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi JJawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomeor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbenndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 43535) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



o.

10.

L,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
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12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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17.

18.

19.

20,

211,

22,

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 7, No reg Peraturan daerah
Provinsi Jawa Tengah : (6-105/2019);



25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017 Nomor 7).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 28.301.075.368.000,00
b. Belanja Daerah Rp. 29.026.574.743.000,00
Defisit Rp. (725.499.375.000,00)
c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan Rp. 805.499.375.000,00
2. Pengeluaran Rp. 80.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 725.499.375.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun Berkenaan (SILPA) : Rp. 0.00
Pasa] 2

(1}

(2)

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 15.993.530.006.000,00
b. Dana Perimbangan Rp 12.214.821.794.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 02.723.568.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin
dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 13.440.249.764.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 126.511.417.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Rp. 923.423.448.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Rp. 1.903.345.377.000,00



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 776.824.622.000,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 3.830.691.947.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 7.607.305.225.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan;:

a. Pendapatan Hibah Rp. 24.300.000.000,00
b. Dana Darurat Rp. 0,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 0,00
f. Dana Insentif Daerah Rp. 68.423.568.000,00
Pasal 3
(1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 19.911.058.396.000,00
b. Belanja Langsung Rp. 9.115.516.347.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

- a. DBelanja Pegawal Rp. 6.071.250.541.000,00
b. Belanja Bunga Rp. 0,00
¢. Belanja Subsidi Rp. 0,00
d. Belanja Hibah Rp. 5.858.652.916.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 48.292.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada‘Kab/Kota Rp. 5.682.574.986.000,00
g. Belania Bantuan KeuanganiKepada Kab/

Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 2.230.287.953.000,00
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 20.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 1.093.683.575.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.013.826.732.000,00
c. Belanja Modal Rp. 3.008.006.040.000,00



(1)

(2)

Pasal 4

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 huruf ¢

angka 1 terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp. 805.499.375.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00
c. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Rp. 0,00
Talangan Pengadaan Pangan
d. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Rp. 0,00
bergulir

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ angka 2 terdiri
dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah daerah Rp. &0.000.000.000,00
b. Pemberian Dana Talangan

Pengadaan Pangan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

d.

b.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran [II

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII :

h. Lampiran VIII :

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
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1. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah:

J. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-
Plain;

k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran Iini;

. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

%

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai

berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran bherjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan

c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.



Pasal 8
Peraturan Daerah ini1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2019

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
7 WUAWA TENGAH,
/'-8’

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (17-391/2019)
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Kode Rekening

PROVINSI JAWA TENGAH
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN | :
NOMOR
TANGGAL

Uraian
2

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
17 Tahun 2018
. 17 Desember 2019

Hal 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4 PENDAPATAN

41

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
4.1.2 Hasil Retribt:lsi Daerah
4.1.3

4.1.4

4.2 DAI';IA- PEF.lIMBANGAN
421

4.2.2 Dana Alokasi Umum
4.2.3 Dana AI;kas.i Khusus
4.3 |

4.3.1

Pendapatan Hibah

Dana Insentif Daerah

BELANJA

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Jumlah

53.301 .075.368.000
126.511.417.000

523.423.448.000

1.903.345.377.000
12.214.821.794.000
776.824.622.000

3.830.691.947.000

7.607.305.225.000

92.723.568.000

24.300.000.000
68.423.568.000
29.026.574.743.000

5] BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.911.058.396.000

51,1 Belanja Pegawai 6.071.250.541.000

5.1.4 Belanja Hibah ] I 5.858.652.916.000

9.71:0 Belanja Bantuan Sosial 48.292.000.000

.16 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - 5.682.574.986.000

5.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa N 2.230.287.953.000

©.1.8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000

|5.2 BELANJA LANGSUNE - 9.115.516.347.000
5.2.1 Belanja Pegawai - 1.093.683.575.000

0.2.2 Belanja .Ba-rang dan Jasa 9.013.826.732.000

0. L3 Belanja Modal - o B 3.008.006.040.000

SURPLUS / (DEFISIT) (725.499.375.000)

'6 PEMBIAYAAN DAERAH 725.499.375.000

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

o~ ——

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

805.499.375.000

805.499.375.000

80.000.000.000

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

80.000.000.000

725.499.375.000




LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAVWA TENGAH
HNOMDR 17 Tahun 2019
TAMGGAL - A7 Desember 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020
Hal 1
Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Tidak Langsung Langsung vk aata
1 2 3 4 5 8
1 URUSAN WAIIB PELAYANAN 1.471.008.000.000 4.760.696.376.000 6.749.744.563.000 11.480.440.930.000
DASAR
1.01 PENDIDIKAN 6.500.000.000 3.737.433.150.000 2.970.482.077.000 6.707.922.227.000
1.01.01. Diras Pendidikan dan Kebudayaan §.500.000.000 3.737.433.150.000 2.8970.459.077.000 6.707.922.227.000
1.02 KESEHATAN 1.453.680.000.000 660.870.119.000 2.001.268.718.000 2,662,138,837.000
1.02.01, Cinas Keschatan 32.000.000.000 99,130.645.000 446.003.259.000 24.5.13.3.904 000
1.02.02. RSUD Dr. Moewardi 106.000.000.000 160.444.,646,000 T80.652.184.000 951.096.830.000
1.02.03. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarnjo 370.000.000.000 110.881.865.000 376.742.184.000 487.624.049.000
1.02.04. REUD Tugurejo 160.000.000.000 ¥8.877.916.000 173.184.832.000 252.072.748.000
1.02.05, RSUD Kelet Donorejo 45.690.000.000 35,754,545,000 54.726.751.000 80.481.2586.000
1.02.06. RE&JD Or. Aming Gondahulamo 50.000.000.000 26.203.208.000 51,723,184 000 113.926.352.000
1.02.07, R5JD Surakara 38.000.000.000 72.935,143.000 44 582.388.000 117.517.531.000
1.02.08, RS5JD DOr, BRM. Soedjarwadi 52.000.000,000 46.642.131.000 H57.643.835.00% 104.286.087.000
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN 10.215.000.000 197.766.064.000 1.4493.623.005.000 1.691.389.065,000
PENATAAN RUANG
1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 5.500.000.000 117.305.564.000 1.241.402.147.000 1.358.707.711.000
dan Cipta Karya
1.03.02, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya 4,715.000.000 B0.460.500.000 252.220,858,000 332.681.358.000
Air dan Penataan Ruang
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN 0 14.531.307.000 30,081.500.000 44.612.807.000 /
KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan 0 14.531.307.000 30.083.500.000 44.612.807.000
Kawasan Pemukiman
1.03 KETENTRAMAN, KETERTIBAN 520.000.000 32.008.248.000 87.290.263.000 119.299.212.000 \
UMLUM DAN PERLINODUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01, Satuan Polisi Pamong Praja 520,000,000 13.161.942.000 22.040.000 000G 35.201.942.000
1.05.02. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 10.850.559.000 A5.450.263.000 47.350.262.000
1.05.03. Sekretariat Badan Penanggulangan 0 7.947.008.000 28.800,000,000¢ 36.747.008.000
Bencana Daerah
1.06 SOSIAL £3.000.000 114.Q88,.7B7.000 136.992.000.000 £55,078.787.00D
1.068.01, Dinas Sosial 83.000.000 118.086.787.000 136,292.000,000 255.078.787.000
2 URUSAN WA JIE BUKAN 33.061.750,000 419.551.432.000 538.525,108.000 1.3%4.076.540.000
PELAYAMNAN DASAR
2.1 TENAGA KERJA 5.500.000.000 78.600.119.000 §1.273.052.000 124.873.171.000
2.01.01, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.500.000,000 78.600,119.000 51.273.052.000 125.873.171.000
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 3.901.326.000 23.434.920.000 33.236.246.000
DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02.01, Dinas Pembardayaan Perempuan, 0 9,901.326.000 23.434,920.000 33.236,246,000
Perlindungan Anak, Pengendalian
Fenduduk Dan Keluarga Berencana
2.03 PANGAN 0 16.229.252.000 30.332.400.000 46.561.752.000




Hal 2

Belanja
Kode Lrusan Pemeanntah Daerah Pendapatan Tidak Langsune L&ingstng Jiifnlak Belana
1 2 3 4 5 G
2.03.01. Dinas Ketahanan Pangan 0 16.2208.352.000 30.332.400.000 46.561.752.000
2.05 LINGHKUNGAN HIDUP 5.500.000.000 135.896.538.000 98.964.309.000 238.860.847.000
2.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan 5.500.000.0G0 133,896,528.000 98.964,209,000 238.860,847.000
Kehutanan
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D 16.199.458.000 23.483.858.000 39.683.356.000
DAN DESA
2.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 0 16.1939.458.000 23.483.828.000 39.663.356.000
Desa, Kependudukan dan Catatan
Sipil
209 PERHUBUNGAN 1B.000.000,000 51.413.300.000 259 928 087,000 311.341,387.0G60
2.08.01. Dinas Perhubyungan 18.000.000.000 51.413.300.000 259.928.087.000 311.341.387.000
2.10 KOMUNIKAS| DAN JINFORMATIKA 0 19.469,978.000 80.711.830.000 110.181.803.000
2.10.01. Dinas Komunikas] dan Informatika D 19.460.978.000 80.711.830.000 110.181.808.000
2.41 HOPERASI DAN UKM 865.000.000 17.402.765.000 €5.341.720.000 82.744.545.000
2.11.01. Cinas Koperas] dan Usaha Keail £65.000.000 17.402.766.000 65.341,780.000 82.744.546.000
Menengah
212 FPEMANAMAN MODAL 24.750.000 13.612.450.000 18.564.400.000 32.176.850,000
2.12.01, Dinas Penanaman Modal dan 24.750.000 13.612.450.000 18.564.400.000 32.176.850.000
Pelayanan Terpadu Salu Pintu
2.2 KEPEMUDAAMN DAN DLAH RAGA 3.088.000.000 J0.204.573.000 256.701.432.000 286.906.005.000
2.13.01. Cinas Kepemudaan, Olah Raga dan 3.086.000.000 30.204.573.000 256.701.432.000 285.906.005.000
Pariwisata
218 KEARSIPAN 34.000.000 26.624.572.000 19.785.000.000 46.,470,572,000
2.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakazan 24.000.000 £6.621.572.000 1%,.789.000.000 46.410.572.000
3 URUSAN PILIHAN 75.686.842.000 274.146.631.000 523.508.078.000 7948.054,709.000
4.04 KELAUTAN DAN PERIKANAN 41.000.000.000 43.925.464.000 01.477.506.000 135.403.370.000
A.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 11.000.000.000 43.925.454.000 91.477.905.000 135.403.370.000
3.03 PERTANIAN 55.150.000.000 161.401.760.000C 294.723.000.000 456.124.760.000
3.02.01, Dinas Partanian dan Perkebunan 39,655, 440.000 130.623.707.000 192.248.919.000 322.872.626.000
3.03.02. Dinas Petemakan dan Kesehatan 19.434.650.000 30.778.053.000 102.474.081.000 133.252.134.000
Hewan
3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA, 2.336.842.000 31.139.781.000 75.862.987.000 107.002.765.000
MINERAL
3.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya 2.236.842.000 21.135.781.000 135.862 9587.000 107.002,768.000
Mineral
3,06 FERDAGANGAN 3.200.000.000 37.679,626.000 61.544,185.000 99.523.811.000
3.06.01. Ctinas Perindustrian dan Perdagangan 3.200.000.000 37.679.626.000 61.844.185.000 89.523.611.000
4 FUNGS] PENUNJANG URUSAN 26.721.318.776.000 14.456.663.957.000 933.338,528.000 15,380.002.555.000
FPEMERINTAHAN
4.01 FERENCANAAN 25.200.000D 25.519.955.000 41.130.962.000 §6,650.917.000
4.01.01. Badan Perencanaan Pembangunan, 25.200.000 25.519.955.000 41.130.962.000 66.650,917.000
Penelitian dan Pengembangan
Caerah
4.02 KEUANGAN 13.861.676.164.00D 200.878.344.000 274,492 418,000 475.370.762.000
4.02.01. Badan Pengelola Pendapatan Daerzh 13.608.045,135,000 176.325.561.000 216.841.750.000 3593.167.311.000
4.02.02. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 252,733.029.000 24.552.763.000 57.650.666.000 82.203,451,000

Daerah




Hal 3

[ AI—— Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumiah Belanja

il —————————

1 : : 3 : I
403 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN | 25.386.696.000 111.994.041.000 108.155.801.000 220.149.842.000
PELATIHAN
4.03.01. Badan Kepegawaian Daerah 750.000.000 81.000.067.000 42.251.160.000 123.251.227.000
14.03.02. Badan Pengembangan Sumber Daya 24.636.696.000 30.993.974.000 65.904.641.000 96.898.615.000
Manusia Daerah
4.05 PENGAWASAN 0 22.692.907.000 32.147.094.000 54.840.001.000
4.05.01. Inspektorat 0 | 22.692.907.000 32.147.094.000 54.840.001.000
4.06 FUNGSI LAINNYA 12.834.228.716.000 14.095.578.710.000 477.412.323.000 14.572.991.033.000
4.06.00. SKPKD 12.830.968.810.000 13.839.807.855.000 0 13.839.807.855.000
| | |
4.06.01. | KDH 0 23.358.071.000 0 23.358.071.000
4.06.02. | DPRD 0 | 100.201.233.000 0 100.201.233.000
4.06.03. Sekretariat Daerah ' 699.906.000 99.027.004.000 155.826.934.000 254.853.938.000
4.06.04. Sekretariat DPRD 1.550.000.000 23.277.502.000 305.024.009.000 328.301.511.000
4.06.05. Badan Penghubung 1.010.000.000 9.907.045.000 16.561.380.000 26.468.425.000
Jumlah 28.301.075.368.000 19.911.058.396.000 9.115.516.347.000 29.026.574.743.000
SURPLUS(DEFISIT) (725.499.375.000)
Pembiayaan SILPA TAB
P intah
Kode Urusan Pemerintah Daerah enerimaan Pengeluaran Netto
4, FUNGSI|I PENUNJANG URUSAN 805.499.375.000 80.000.000.000 725.499.375.000 -
PEMERINTAHAN
4.06. FUNGSI LAINNYA 805.499.375.000 80.000.000.000
e —

4.06.00.

SKPKD

805.499.375.000 80.000.000.000

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN




PETUNJUK HALAMAN PERDA LAMPIRAN Il

KODE REKENING BIDANG DAN UNIT ORGANISASI HALAMAN

1 2 3

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01 PENDIDIKAN

1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebtidayaan 1

1.02 KESEHATAN

1.02.01 Dinas Kesehatan 6

1.02.02 RSUD Dr. Moewardi 10

1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 11

1.02.04 RSUD Tugurejo 12

1.02.05 RSUD Kelet Donorejo 13

1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 14

1.02.07 RSJD Surakarta 15

1.02.08 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 16

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 17

1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 23

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 30

1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 33

1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 36

1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 39




1.06 SOSIAL

1.06.01 Dinas Sosial 42
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.01 TENAGA KERJA

2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast 46
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 51
2.03 PANGAN

2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 25
2.05 LINGKUNGAN HIDUP

2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 63
2.09 PERHUBUNGAN

2.09.01 Dinas Perhubungan 66
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 71
2,11 KOPERAS! DAN UKM

2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 75
2.12 PENANAMAN MODAL

2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pefayanan Terpadu Satu Pintu 79
213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.13.01 Dinas Kepemudaan, Clah Raga dan Pariwisaia 83
2.18 KEARSIPAN




2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 87
3 URUSAN PILIHAN

3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan a0
3.03 PERTANIAN

3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 95
3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 101
3.05 ENERGI| DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.056,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 105
3.06 PERDAGANGAN

3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 113
& FUNGSIONAL PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 PERENCANAAN

4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 119
4.02 KEUANGAN

4,02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 123
4.02.02 Badan Pengelota Keuangan dan Aset Daerah 127
4,03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah 131
4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 130
4.05 PENGAWASAN

4.05.01 Inspektorat 138
4.06 FUNGSI LAINNYA

4.06.00 SKPKD 141




4.05.01 KDH 143
406,02 DPRD 144
4.06.03 Sekretariat Daerah 145
4.06.04 Sekretariat OPRD 158
4.06.05 Badan Penghubung 161




PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

ey el PENDAPATAN, BEELANJA DAN PEMBIAYAAN
(e TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan :© 1.01 PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 6.500.000.000
1.01.1.01.01.00.00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH £.500.000.000
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Dasrah €.500.000.000 Peraturan Daerah Nomer & Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.01.1.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.707.922.227.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.7 37.433.150.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.737.433.150.000
1.01.1.071.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.970.489.077.000
1.01.1.00.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawalan dan Keuangan Perangkat Daerah 63.053.878.000
1.01.1.01.01.01.0001 Kegratan Administrasi Pelavanan Keuangan Perangkal Daersh 5.500.000.000
1.01.1.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.874.200.000
1.01.1.01.01.01.0001,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.625.8500.000
1.04.1.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyural dan Kearsipan Perangkal Daerah 175.000.000
1.01.1.01.01.01.0002.5 2.2 Belan[a Barang dan Jasa 175.000.000
1.01.1.01.01.01.0003 Kegialan Penvediaen Jasa Komunikasi, Air dan Listnk Perangkat Daerah 7.423.260.000
1.81.1.01.01.01.0003.5.22 Belanjz Barang dan Jasa 7.423.260.000
1.01.1.01.01.01.0004 Kegiatan Penyedigan Jaminan Barang Mifik Daerah 1.154.500.0C0
1.01.1.01.01.01.0004.5.2.1 Belania Pegawai 14,300.000
1.01,1.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.200.000
1.61.1.01.01.01.0005 Kegiatan Penyodiaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 17.202.564.000
1.01.1.01.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 11.760.350.000
1.01.1.01.01.01.0005.5.2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.442,214,000
1.01.1.01.04.01.0006 Kegiatan Rapal Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Parangkat Dasrah 2.713.764.000
1.01.1.01.91.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.713.764.000
1.01,1.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyedizan Makan Minum Rapal Perangkal Daetah 1.593.000.000
1.01.1.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.593.000.000
1.01.1.01.07.01.0008 Kegiatan Penyediagn Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 134,000,000
1.01,1.01.01.01,0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124 520.000

RINCIAN RANCANGAN AFPBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN FEMEIAYAAN Halaman 3




KODE REKENING URAJAN JUMLAH DASAR HUKUM
L 2 3 4
1.01,1.01.01.01.0008.5.2 3 Belanja Modal 9.480.000

1.01.1.01.01.01.0009

1.01.1.61.01.01.0009.5.2.1
1.01.1.01.01.01.0009.5.2.2
1.0%.1.01.01.01.0010
1.01.1.01.01.01.0010.5.2.2
1.01.1.01.01.01.0011
1.01.1.01.01.01.0011.5.2.1
1.01.1.01.01.01.0011.5.2.2
1.01,1.01.01.01.00711.5.2.3
1.01.1.01.01.01.0015
1.01,1.01.01.01.0015.5.2.2
1.01.1,01.01.01.0016
1.01.1.01.07.01.0016.5.2.1
1.01.1.01.01.01.0016.5.2.2
1.01.1.01.01.01.0020
1.01.1.01.01.01.0020.5.2.2
1.01.1,01.01.01.0023
1.01.1.01.01.01.0023.5.2.1
1.01.1.01.01.01.0023.5.2.2
1.01.1.01.01.01.0025
1.01.1,01.01,01.0025.5.2.2
1.01.1.01.01.02
1.01.1.01.01.02,0001
1.01.1.01.01.02.0001.5.2.1
1.01.1.00.01.02.0001.5.2 2
1.01,1.01.01.02.0001.5.2.3
1.01.1.01.01,02.0002
1.01.1.01.01.02.0002.5.2.2
1.01,1.07.01.15
1.01.1.01.01.15.0001
1.01.1.01.01.15.0001.5.2.2
1.01.1,01.01.15.0002
1.01.1.04.01.15.0002.5.2.1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kanlor/ Kendaraan
Dinas/Cperasignal Perangkat Daerah
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Kegialan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Belanfa Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kanlor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pelayanan inforrmasi Peranghkat Daearah
Belania Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediasn Perfengkapan Pendukung Perkanloran
Belanja Barang dan Jasa

Kegialen pengelolaan adminisirasi kepegawaian perangkat dagrah
Belanja Pegawal
Eelanja Barang dan Jasa

Kegialan Pemeliharaan Rulin/Bearkala Kendaraan Dinas /Operasiona!
Belanja Barang dan Jasa

Perencanaan dan Evaluasi Kiner]a Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluas! Kinovja Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Pendidikan Khusus

kKogialan Pengualan Kelembagaan SLEB
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLE

Balanja Pegawai

8.527.071.000

75.800.000
8.451.271.000
2.729.887.000
2.129.8687.000
5.348.279.000
27.500.000
278.340.000
5.042.435.000
4.741.200.000
4.741.800.000
1.200.000.000
93.600.000
1.106.400.000
1.406.650.000
1.406.650.00G
2.349.358.000
13.700.800
2.335.658.000
899.745.000
£99.745.000
3.472.772.000
2972772000
160.500.000
2.572.272.000
240.000.000
£00.000.000
500.000.000
53.229.907.000
310.598.000
310.598.000
18.749,144 000

89.150.000
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KODE REKENING URAJAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.61.01,15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.301,418,000
1.01.1.01.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal 14.358.576.000
1.01.1.01.01.15.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendiditan SLE 20.820.165.000
1.01,1.01,01,15.0003.5.2.1 Belanja Pegawsi 2.550.008.000
1.01.1.01.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa £1.173.348.000
1.01.1.01.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal 7.095.817.000
1.81,1.01.01.15.0004 Peningkalan Pembinaan kesiswaan SLB 2.750.000.000
1.01.4.01.0%.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 26.100.000
1.01.1.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.693.900.000
1.01.1.01.01.15.0005 Peningkalan Fengembangan Kurikulfum SLB &00.000.C00
1.01,1.01.01,150005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000
1.01.1.01.01.16 Pemblnaan SMK 1.294.280.328.000
1.01.1.01.01.16.0001 Kegiaian Pengembangan Kelambagaan SMK 327.502.000
1.01.1.01.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 527.502.000
1.01.1.01.01.16.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK 365.029.451.000
1.01.1.01.01,16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 337.850.000
1.01,1.01.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa A.636.506.000
1.01.1.01.01.16.0002.5.2.3 Belanfa Modal 360.035.095.000
1.01.1.01.01.16.0003 Kegialan Fembiayaan Layanan Pendidikan SMK $08.301.375.000
1.01.1.01.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 67.598.520.000
1.01.1.01.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jfasa S77.213.051.000
1.01.1.01.01.16.0003.5.2.3 Belanja Medal 263 489 804.000
1.01.1.01.01,16.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMIK 3.550.000.000
1.01.1.01.81.16.0004.5.2.2 Belan)a Barang dan Jasa 3.550.000.000
1.01.1.01.81.16.0005 Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK 12.022.000.000
1.01.1.01.01.16.0005.5.2.1 Eelanja Pegawai 7.650.000
1.01.1.01.01.16.0005.5.2.2 Belania Barang dan Jasa 12.014.350.000
1.01.1.01.61,16.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK 500.000.000
1.01.1.01.91.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000
1.01.1.01.04.16.0021 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Bolafar SMK Berbasis TIK 550.000.000
1.01.1.01.01.16.0021.5.2.2 Balanja Barang dan Jasa 550,000,000
1.01.1.01.01.17 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan a05.796.378.000
1.01.1.01.01.17.0001 Kegialan Peningkalan Kompelensi dan profesionalitas Guru , Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan &00.000.060
1.01.1.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000
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KODE REKENING

URAIAN

JUNMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01.1.01.01,17 0002
1.01.1.01.01.17.0002.5.2.1
1.01.1.01.01.17.0002.5.2.2
1.01,1.01.01.17.0003
1.01.1.01.01.17.0003.5.2.2
1.01.1.01.01.17.0004
1.01.1.01.01.17.0004,5.2.1
1.01.1.01.01.17.0004.5.2.2
1.01.1.01.01.17.0005
1.01.1.01.01.17.0005.5.2.2
1.01.1.01.01.17.0006
1.01.1.01.01.17.0006.5.2.4
1.01.1.01.01.17.0006.5.2.2
1.01.1.01.01.18
1.01.1.01.01.18.0001
1.01.1.01.01.18.0001.5.2.2
1.01.1.01.01.18.0002
1.01.1.01.01.18.0002.5.2.1
1.01.1.01.01.18.0002.5.2.2
1.01.1.01.01.18.0002.5.2.3
1.01.1.01.01.18.0003
1.01.1.01.01.18.0003.5.2.1
1.01,1.01.01.18.0003.5.2.2
1.01.1.01.01.18.0003.5.2.3
1.01.1.01.01.18.0004
1.01.1.01.01.18.0004 5,22
1.01.1.01.01.18.000%
1.01,1.01.01,18.0005.,5.2.2
1.01.1.91.01.18.0006
1.01,1.01.01.18.0005,5.2.2
1.01.1.01.01.18.0022
1.01.1.01.01.18.0022.5.2.2
1.01.1.01.01.19
1.01.1.01.01.19.6001

FPENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN
Belanja Pegawai
Belanfa Barang dan Jasa

Kegiatan Peningkatan Kompelensl dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA
Belanfa Barang dan Jasa

PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEFPENDIDIKAN SMA
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiafan Peningkatan Kompetenst dan profesionalitas Gure dan Tenaga Kependidikan SMK
Belanja Barang dan Jasa

FENINGKATAN LAYANAN GURL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan SMA

Kegiatan Penguatan Kefembagaan SMA
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Fembinaan kesiswaan SMA
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMA Berbasis TIK
Belanja Barang dan Jasa

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan Pemetaan Mulu Penyelenggaraan Pendidikan

21.701.901.000
21.414.168.000
287.733.000
1.805.000.000
1.800.000.000
229.578.520.000
225.262.736.000
315.784.000
1.650.000.0C0
1.650.000.0C0
250.465.957.000
250.263.972.000
201.985.000
1.020.661.587.000
500.000.000
506.000.000
116.801.288.000
347.050.000
£.014.941.000
110.539.257.000
831.259.295.000
70.493.850.000
=40.050.730.000
2B0.744.719.000
875.000.000
875.000.000
10.146.000.000
10.146.000.800
500.000.000
500.000,000
450.000.000
450.000.000
10.376.652.000
300.000.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01,1.01.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,000
1.01.1.01.401.15.0002 Kegialan Pengualan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000
1.01.1.01.01,18.0002.5.2 1 Belanja Pegawai 351.000.000
1.01.1.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.000.000
1.01.1.01.01.15.0003 Kegialan Pendidikan Berkelanjulan 6.200.000.000
1.01.1.01.01,13.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 27.950.000
1.01.1.21.01.19.0003.5.2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.472.050.000
1.01.1.91.01.19.0004 Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan 3.076.652.000
1.01.1.01.01.19.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.076.652.000
2.16.1.01.01.15 Pemblnaan Kebudayaan 19,572.575.000
2.16.1.01.01.15.0003 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 700.000.000
2.16.1.01.01.15.0003.5.2 1 Belanja Pegawai 78.050.000
2.16.1.01.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 621.950.000
2.16.1.01.03.15.0004 Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakal pada TBST 2.752.500.000
2.16.1.01.01,15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.752.500.000
2.16.1.01.01.15.0005 Kegiatan Pelestarnian seni pada TBJT 600.000.000
2.16.1.01.01,15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000
2.16.1.01.01.15.0005 Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita 3.200.000.000
2.16,1.04.01,15.0006.5.2.1 Belanja Fegawai 16.700.000
2.16.1.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.183.300.000
2.16.1.01.01.15.0007 Kegiatan Konservasi dan pengembangan kofeksi Museum Ranggawarsila &00.000.060
2.16.1.01.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000
2.16.1.01.01,15.0008 Kegratan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah 9.145.075.000
2.16.1.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawal 105.250,000
2.16.1.01.01.15.0008.5.2.2 Bealanja Barang dan Jasza 9.035.825.000
2.16.1.01.01.15.0009 Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Permuseuman 1.725.000.000
2.16.1.861.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 123.100.000
2.16.1.03.01,15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,601.900.000
2,16,1,01,01.15.0010 Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi 850.000.000
2.16.1.01.01,.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawal 60.750.000
2.16.1.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 789.250.000
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
Organisasi 1.02.01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.00.00 4 PENCAPATAN DAERAH 32.000.000,000
1.02,1.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASL] DAERAH 32.000.000.000
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 32.000.000.000 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan

1.02,1.02.01.06,00.5
1.02.1.02.01.00.00.5.1.
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1
1.02.1.02.01.00.00.5.2
1.02.1.02.01.01
1.02.1.02.01.01.0001
1.02,1.02,01.01.0001.5.2.2
1.02.1,02.01.01.0002
1.02,1.02,01.01.0002.5.2.1
1.02.1.02.01.01.0002.5.2.2
1.02.1.02.01.01.0003
1.02.1.02.01.01.0003.5.2.2
1.02,1.02.01.01.0004
1.02.1.02.01.01.0004.5.2.2
1.02.1.02.01.01.0005
1.02.1.02.01.01.0005.5.2.1
1.02.1.02.01.01.0005.5.2.2
1.02.1.02.01.01,0006
1.02.1.02.01.01.0006.5.2.2
1.02.1.02.01.01.0007
1.02.1.02.01.01.0007.5.2.2
1.02.1.062.01.G1.0008
1.02.1.02.01,01.0008 5.2.2
1.02,1.02.01.0%.06G09

BELAN.JA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Manajemen Administrasi Pelayanan Umumn, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Dacrah
Belanja Barang dan Jasa

Kegialan Pelayanan Jasa Surst Menyural dan Kearsipan Perangkat Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Miftk Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pefayanan Perkantoran Perangkai Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegialan Rapat Koordinasi dan Konsufiasi Dafam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapal Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiotan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpusiakaan Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemeliharaan Rutind Berkala Rumak JabatanyRumah Dinas/Gedung Kanltor/ Kendaraan

Dinas/Operasionaf Pergnghkal Dagrah

545.133.804.000
99.130.645,000
99.130.645.000
446.003.259.000
47.811.317.000
1.000.000.000
1.000.000.000
284.180.000
18.000.000
266.180.000
5.984.000.000
5.884.000.000
600.000.000
600.000.000
11.213.866.000
4.279.350.000
6.934.616.000
2.545.156,000
2 546,156.000
1.441.000.000
1.441.000.000
99.065.000
99.060.000
4.984.000.000

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomaor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
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1.02.1.02.01.01.0018
L.02.1.02.01.01.0010.5.2 2
1.02.1.02.01.01.0011
1021.0201.01.0011.522
1.02.1.02.01.01.0011,5.2.3
1.02.7.02.01.01.0012
1.02.1.02.01.01.0012522
1.02.1.02.01.01.0012.5.23
1.02.1.02.01.01.0015
1.02.1.02.01.01.0015.5.2.2
1.02.1.02.01.01.0016
1.02.1.02.01.01.0016.5.2.2
1.02.1.02.01.01.0020
1.02.1.02.01.01.0020.5.2.2
1.02.1.02.01.02
1.02.1.02.01.02.0001
1.02,1.62.01.020001.5.2.2
1.02.1.02.01.02.0002
1.02.1.02.01.02 0002.5.2.%
1.02.1.02.01.02.0002.5.2.2
1.02.1.02.01.02.0002.5.2.3
1.02.1.02.01.02.0003
1.02,1,02.01.02.0003.5.2.2
1.02.1.02.01.15
1.02.1.02.0%.15.0001
1.02.1.02.01.15.0001.5.2.1
1.02.1.02.01.15.0001.5.2.2
1.02.1.02.01.15.0002
1,02.1.02.01.15.0002.5.2.1
1.02.1.02.01.15.0002.5.2.2
1.02.1.02.01,15.0003
1.02.1.02.01.15.0003.5.2.1
1.02.1.02.01.15.0003.5.2.2

Kegialan Femelfharaan Rutin /Berkala Sarana Kanlor dan Rumah Tangga Perangkat Daerak

Belanja Barang dan Jasa

Kegizlan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kanlor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Kegislan Rehab Gedung Kantor Perangka! Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Maodal

Keglatan Pendidikan dan Pefatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangket Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penygdiaan Perlengkapan Pendukung Parkanfaran
Belanja Barang dan Jasa

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunen Dokumen Perencenaan Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinera Perangkal Daerah
Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Koordinasi Penyelenggaraan UKM Tersier (BOK Provingi)
Belanja Barzng dan Jasa

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Fencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Belanja Pegawali
Eeglanja Barang dan Jasa

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

suirveilans, fmunisasi dan Penanganan Ki 8
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

3.631.350.000
3.631.350.000
5.685.000.000
126.000.000
$.569.000.000
2.238.005.000
1.880.000.000
358.005.000
1.407.500.000
1.407.500.000
3.600.000.000
3.600.000.000
3.187.100.000
3.187.100.000
3.887.885.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
750.000
969.250.000
30.000.000
1.387.885.000
1.387.885.000
10.350.000.0900
3.530.000.000
926.9806.000
2.603.020.000
1.627.000.000
285,500,000
1.341.500.000
2.543.000.000
259.800.000
£.283.200.000

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.01.000952 2 Belanja Barang dan Jasa 4. 984.000.00D
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KODE REKENING URAIAN
— — JUMLAH v ——s
1 B ~ B 2 - DASAR HUKUM
pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM 2 4
650.000.000 . =
650.000.000

1.02_1.02.0115*0006
1.02.1.02.01.1 5.0006.5.2.2
1.021,02.01.15;0007
1.02.1.02.01 15.0007.5.2.1
1.02.1.02.01.1 5.0007.5.2.2

1.02.1.02.01.16 |
1.02.1.02.01‘16.000‘1
1.02.1.02.01.16.000ﬁ5.2.2 *
1.02,1.02.01.16.0002 |
1.02.1.02.01 16.0002.5.2.1
1.02.1 .02.01*‘16.0002.5.2.2
1.02_1.02.01_16.0002.5.2.3 |

1_02.1.02.01,16‘0003
1.02.1.02.01 16.0003.5.2.1

1.02.1.02.01 16.0003.5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Pencegahan dan pPengendalian Pen

Belanja Pegawal

Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan Kesehatan

Standarisasi Yankes dan Jamkes

Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad

Belan)a Pegawal

Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan L abkes

Belanja Barang dan Jasa

pPengujian Alkes

Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.01 16.0012.5.2.3

1.02.1,02.01.16.0013
1.02.1.02.01 16.0013.5.2.2
1.02.1.02.01 16.0013.5.2.3

1.02.1.02.01.16.0014

1.02.1 .02.01.16.0014.5.2.2
1.02.1.02.01 16.0014.5.2.3

1.02_1_02_01,16.0[}15

1.02_1.02.01,16.0015,5 2
1.02.1.02.01 16.0015.5.2.2
1.02.1.02.01 16.0015.5.2.3

1,02.1.02.01.16.0{}’16
1.02.1.02.01 16.0016.5.2.2

1.02.1.02.01.17

Belanja Modal

Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiat

kuratif/rehab”ftaﬁf (DBHCHT) di UPT

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Peningkatan yankes di UPT

Belanja Pegawal

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT

Belanja Barang dan Jasa

sumber Daya Kesehatan

Farmasi, Makanan, Minu

yakit di Balkesmas

di Balabkes dan PAK

an promotif/preventif maupun

man dan Perbekalan Kesehatan

2.000.000.000

693.400.000
1.306.600.000

287.049.112.000
239.265.004.000
239.265.004.000

2.400.000.000
200.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.100.000.000
230.300.000
869.700.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
512.800.000
987.200.000
5.500.000.000
54.750.000
5.445.250.000
7.180.000.000

5.962.789.000
1.217.211.000
9.738.861.000

651.595.000
3.929.716.000
5.157.550.000

19.365.247.000
19.365.247.000
12.547.204.000

1.680.764.000

1.02.1 02.01.17.0001
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS!
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan

: 1.02 KESEHATAN

Organisasi : 1.02.02 RSUD Dr, Meewardi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 &
1.02.1.02.02.00.004 PENDAPATAN DAERAH 706.000.000.000
1.02.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 706.000.000.000
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4 Lain-fzin Pendapatan Asli Daerah yang Sah f06.000.000.000 Peraturan Menten dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang

1.02.1.02.02.00.00.5
1.02.1.02.02.00.00.5.1,
1.02.1.02.02.00.005.1.1
1.02,1.02.02.00.00.5.2
1.02.1.02.02.16
1.02.1.02.02.16.00086

1.02.1.02.02.16.0006.5.2.3
1.02.1.02.02.16.0007
1.02.1.02.02.16 0007.5.2.3
1.02.1.02.02.22
1.02.1.02.02.22.0001
1.02.1.02.02.22.0001.5.2.1
1.02.1.02.02.22.0001,52 2
1.02.1,02.02.22.0001.5.2.3

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG

Pelayanan Kesehatan

Belanfa Modal

Belanja Modal
Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

Belanja Pegawsai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Peningkatan derafat kesehalan masyarakal dengan penyediaan fasifitas perawatan Kkesefialan bagi
penderita dampak asap rokok (DBHCHT)

Pemenuhaan sarana prasarana dan alal kesehafan pefayanan rujukan [BAK)

Kegialan Pefayanan dan Pendukung Pefayanan BLUD

951.095.830.000
160,444 .646.000
160.444.646.000
790.652.184,000
84.652.184.000
81.300.000.000

§1.300.00G.000
3.352.184.000
3.352.184.000

¥06.000.000.000
706.000.000.000
33.448.300.000
651.551.700,000
21.000.000.000

Badan Layanan Umum Daerah
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan 1.02 KESEHATAN
Organisasi 1.02.03 RSUD Prof, Dr, Margono Soekarjo
KODE REKENING LURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.00.().4 PENDAPATAN DAERAH 370.000.000.000
1.02,1.02.03.00.00.4.1 PENDAPATAMN ASL] DAERAH 370.000.000.000
1.02.1.02.03.00.00.4.1 .4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 370.000.000.000 | Peraturan Menten dalam Negeri Nomor 79 Tahkun 2018 Tentang
Badan Layanan Umum Dzaerah
1.02.1.02.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 487.624.049.000
1.02.4.02.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 110.881.865.000
1.02,1.02.03,.08.00.51.1 Belanja Pegawai 110.281.865.000
1.02.1.02.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 376.742.184.000

1.02.1,02.03.16
1.02.1.02.03.16.0007
1.02,1,02.03.16.0007.5.2.3
1.02.1.02.03.19 -
1.02.1,02.03,19.0001
1.02.1.02.03.19.0001.52.2
1.02.1.02.03.22
1.02.1.02.03.22.0004
1,02.1.02.03.22.0004.5.2.1
1.02,1.02.03.22.00015.2.2
1.02,1.02.03.22,0001,5.2.3

Pelayanan Kesehatan
Pemenuhaan sarana prasarana dan afat kesehalan pelayanan rujukan (DAK)
Belanja Modal
Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Penvediaan Logistik
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Belanja Pegawsi
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

5.742,184.000
5.742.184.000
5.742.184.000
1.000.000.000
1.000.000,000
1.000.000.000
370.000.000.000
370.000.000.000
45.000,000.000
264.800.000.000
60.200,000,000

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI], PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
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PEMERINTAH PROVINSGI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan

1.02 KESEHATAN

Organisasi 1,02.04 RSUD Tugurejo
KODE REKENING URAIAN JUNILAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

1.02.1.02.04.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 160,000.000.000

1.02.1.02.04.0000.4 .1 PENDAFATAN ASL] DAERAH 160.000.000.000

1.02.1.02.04.00.00.4.1.4 |ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 3ah 160.000.000.000 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 Tentang

Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.04.00.00.5 BELANJA DAERAH 252.072.748.00D

1.02.1.02.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.877.316.000

1.02.1.02.04.00,00,5,1.1 Belanja Pegawai T8.877.916.000

1.02.1.02.04.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 173.194.832.000

1.02.1.02.04.16 Pelayanan Kesehatan 13.059.832.000

1.02.1.02.04.16.0006

1.02.1.02.04,16.0005.5.2.3
1.02.1.02.04.15.0007
1.02.1.02.04,16.0007.5.2.3
1.02.1.02.04.1£.0008
1.02.1.02.04.16.00048.5.2.2
1.02.1.02.04.16.0017
1.02.1.02.04,16.0017.5.21
1.02.1.02.04.76.0017.5.2.2
1.02,1.02,04,16.0018
1.02.1.02.04.16.0018.5.2.3
1.02.4.02.04.20
1,02.1.02.04.20.0001
1.02.1.02,04.20.0001.5.2.2
1.02.1.02.04.22
1.02.1.02.04 22.0001
1.02.1.02.G4.22 0001.5.2.1
1.02,1.02.94.22.0001.5.2.2
1.02.1.02.04.22,0001.5.2.3

Peningkatan derafat kesehatan masyarakal dengan penyediaan fasilitas perawalan kesehalan bagi
penderila dampak asap rokok (DBACHT)
Belania Modal

FPemenuhaan sarana prasarana dan afat kesehatan pefayanan rijukan [DAK)
Belanja Modal
Kegialan penyediaan jasa pefayanan kesefalan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi lenaga harlep dipelayanan kesehaton
Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
FPemenuhan sarana, prasadrana dan alat kesehatan
Belanja Modal
Promos| dan Pembeardayaan Masyarakat
kegiatan penvelenggaraan promosi dan pemberdayasan masyarakal
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

£8.000.0638.000

£.000.000.000
2.694.832.000
2.694.832.000
200.000.600
200.000.000
¥65.000.000
7#35.000.000
30.000.000
1.400,000.004
1.400.000.000
135.000.000
135.000.000
135.000.000
160.000.000.000
160.000.000.000
22.976.410.000
132.023.550.000
5.000.000.000
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan

» 1.02 KESEHATAN

Organisasi : 1.02.05 RSUD Kelet Donorejo
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.05.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 45.690.000.000
1.02.1.02.05.00.00.4.1 PENDAPATAN AS5L1 DAERAH 45.690.000.000
1.02.1.02.05.00.00.4.1.4 tain-lain Pendapatan Asfi Daerah yang Sah 45.690.000.000 Peraturan Menteri dalam Negeri Momor 72 Tahun 2018 Tentang

1.02.1.02.05.00.00.5
1.02.1.02.65.00.00.5.1.
1.02.1.02.05.00.005.1.3
1.02.1.02.05.00.90.5.2
1.02.1.02.05.16
1.02,1.02.05.16.0006

1.02.1.02.03.16.0006.5.2.2
1.02.1.02.05.16.0007
1.02.1.02.05.16.0007.5.2.3
1.02.1.02.05.16.0017
1.02.1.02.05.16.0017.5.2.1
1.02.1.02.05.16.0017.5.2.2
1.02,1.02.05.18
1.02.1.02.65.15.0001
1.02.1.02.05.19,0001,5 2.2
1.02.1.02.05.22
1.02.1.02.05.22.0001
1.02,1,02.05.22.0001.5.2.1
1.02.1.02.05.22.0001.5.2.2
1.02,1.02.05.22.0001.5.2.3

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Pelayanan Kesehatan

Peningkatan derajal kesehatan masyarakal dengan penyediaan fasflitas perawatan kesehatan bhagi
penderita dampak asap rokok (OBHCHT)

Belanja Barang dan Jasa
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehalan pefayanan rujukan (DAK)
Belanja Modal
Penyediaan honorarium dan premi BFJS bagi ienaga harlep dipefayanan kesehatan
Belanja Pegawail
Belanja Barang dan Jasa
Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Logistik
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Belan]a Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

90.481.296.000
35.754.545.000
35.754.545.000
54.726.751.000
7.895.751.000
4.885.173.000

4.895,173.600
1.641.572.000
1.641.578.000
1.350.00¢0.G00
1.336.800.000
23.200.000
1.140.000.000
1.140.000.C00
1,140,000.000
4%5.690.000.000
45.690.000.000
12.189.620.000
40.600.38C.000
2.500.000.000

Badan Layanan Umum Daerah
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PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan 1.02 KESEHATAN
Organisasi . 1.02.06 RSJD Dr, Amino Gondohutomo
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.06.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 50.000.0006.000
1.02.1.02.06.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000.000
1.02.1.02.06.00.80.4.1.4 Lair-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a.000.000.000 Pataturan Menteti dalam Negen Nomor 79 Tahun 2018 Tentang
Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.06.00.00.5 BELANJA DAERAH 113.926.352.000
1.02,1.02.06.00.00.5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5G.203.208.000
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1 Belanja Pagawai 58.203.208.000
1.02.1.02.06.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG =f. 723,184 000
1.02.1.02.06.18 Pelayanan Kesehatan 7.385.184.000
1.02.1.02.06,16.0005 Peningkatan derzfat kesehalan masyarakat dengan penyedizan fasilitas perawalan kesehatan bagi 3.000.000.000
pendenia dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.06.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa -3.000.000.000
1,02,1.02.06.16.0007 Pemenufiaan sarana prasarana dan alat kesehalan pelayanan rujukan (DAK] 3.723.184.000
1.02.1.02.06.16.0007.5.2.2 Belanja Modal 3.723.184.000
1.02.1.02.06.16.0017 Penyediaan honoprarum dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehalan 642.000.000
1.02.1.02.06.16.0017.5.2.1 Eelanja Pegawai 475.200.000
1.02.1.02.06.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.800.000
1.02.1.02.06.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat J58.000.000
1.02.1.02.06.20.0001 kegiatan penyelangoaraan pramosi dan pembendayaan masyarakat 458.000.000
1.02.1.02.06.20.0001.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa 358.000.000
1.02.1.02.06.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 50.000.000.800
1.02.1.02.08.22.0001 Kegiafan Pelayanan dan Pendukung Pefayanan BLUD 50.000.000.000
1.02.1.02.06,22.0001.5.2.1 Belan]a Pegawal 10.865.955.000
1.02.1.02.06.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.193.725.000
1.02.1,02.06.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 2.940.250.000

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan

1.02 KESEHATAN

Organisasi 1.02.07 RSJD Surakarta
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 !
1.02.1.02.07.00.00.4 PENMDAPATAN DAERAH 35.000.800.000
1.02.1.62.07.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.000.000.000
1.02.1.02.07.00.004.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah J38.009.000.000 Peraturan Menter dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 Tenlang

1.02.1.02.07.00.00.5
1.02.1.02.07.00.00.5.1.
1.02,1.02.07,00,00.5,1.1
1.02.1.02.07.00.00.5.2
1.02.1.02.07.1¢
1.02.1.02.07.16.0008

1.02.1.02.07,16.0006.5.2 .2
1.02.1.02.07.16.0007
1.02.1.02,07,16.0007.5.2.3
1.02.1.02.07.16.0008
1.02.1.02.07.16.0008.5.2.2
1.02.1.02.07 160017
1.02,1.02.07.16.0017.5.2.1
1.02.1.02.07.16.0017.5.2.2
1.02.1.02,07.20
1.02.1.02.07.20.0001
1.02.1.02.07.20.0001.5.2.2
1.02,1.02.07.22
1.02.1.02.07.22.,0001
1.02.1.02.67.22.0001.5.2.1
1.02.1.02.07.22.0001.5.2.2
1.02.1.02.07.22.0001.5.2.3

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSLUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Pelayanan Kesehatan

Peningkatan derajal kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi
pendenta dampak asap rokok (DBHCHT)

Belanja Barang dan Jasa
Pemenuhaan sarana prasarana dan afal kesehatan pelfayanan sujukan [DAK)
Belanja Modal
Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan honararium dan premi 8PJS bagi lenaga harep dipaizyanan keschatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
kegiatan penyelenggaraan promasi dan pemberdayaan masyarakal
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Belanja Pagawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Madal

117.517.531.000
72.935.143.000
72.935.143.000
44 .582,368.000
6.082.383.000
4.000.000.000

4.000.000.000
1.082.388.000
1.082.388.000
250.000.000
250.000.000
750.000.000
199.200,000
=50.800.000
200.000.000
500.000.000
&00.000.000
38.000.000.000
38.000.000.000
7.000.000.000
29.000.000.000
2.000.000.000

Badan Layanan Umum Daerah
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PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTARAN DAERAH, ORGANISASI

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1,02 KESEHATAN
Organisasi 1.02.08 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 , 3 4
1.02.1.02.08.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 52.000.000.000
1.02.4.02.08.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.000.000.000
1.02.1.02.08.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 52.000.004.000 Peraturan Menteri dalam Negeri Namaor 79 Tahun 208 Tentang
Badan Layanan Umum Daerab
1.02.1.02.08.00.00.5 BELANJA DAERAH 104.286.087.000
1.02.1.02,08.00.00.5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.642,151.000
1.02.1.02.08.00.00.5.1.1 Belanja Fegawai 46.642.151.000
1.02.1.02.08.00.00,5.2 BELANJA LANGSUNG S57.643.926.000
1.02.1.02.08.18 Pelayanan Kesehatan 4.6412.326.000

1.02.1.02.08,16.0007
1.02.1.02.08.16.0007 .5.2.3
1.02,1.02.08.16.0017
1.02.1.02.08.16.0017.5.2.1
1.02,1.02.08.16.0017.5.2.2
1.02.1,02.08.16.0018
1.02.1.02.08.16.0018.5.2.3
1.02.1.02.08.19
1.02.1.02.08.19.0001
1.02.1.02.08.19.0001.5.2.2
1.02.1.02.08,22
1.02,1.02.08.22.0001
1.02.1.02.08.22.0001.5.2.1
1.02.1.02.08.22.0001.5.2.2
1.02.1.02.08.22.0001,5.2.3

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Madal
Farmasl dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Logistik
Eelanja Barang fan Jasa
Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

Belanja Pegawai
Belanfa Barang dan Jasa
Belan{a Modal

Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehaian pelayanan rufukan (DAK])

Penyediaan honoranium dan premi BPJS bagi tenaga hadep dipelayanan kesehatan

Pemeanufian sarana, prasarana dan alal kesehatan

Kegfatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

1.143.926.000
1.143.936.000
468.400.000
433.300.000
35.100.000
3.000.000.000
3.000.000.000
1.031.600.000
1.031,600.000
1.031.600.0C0
52.000.000.000
52.000.000.000
§.000.000.000
37.800.000.000
6,100.000,0C0
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBEIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipla Karya
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 5.500.000.000
1.03.1.03,01.00,00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.500.000.000
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribust Daerah 5.500.600.000 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan

1.03.1.03.01.00.00.5
1.03.1.03.01.00.00.5.1.
1.02.1.03.01.00.00.5.1.1
1.03.1.03.01.00.00.5.2
1.03.1.03.01.01
1.03.1.03.01.01.0001
1,03.1.03.01.01.0001.5.2.2
1.03.1.03.01.01.0002
1.03.1.03.01.01.0002.5.2 1
1.03.1.03.01.01.0002.5.2 .2
1.03.1.03.01.01.0003
1.03.1.03.01.01.0003.52.2
1.03,1,03.01.01.0004
1.03.1.03.01.01.0004.5.2.2
1.03.1,03.01.01.0005
1.03.1.03.54.01.0005.5.2.1
1.03.1.03.01.01.0005.5.2.2
1.03.1.03.01.01.G006
1.03.1.03.01.01.6006.5.2.2
1.03.1.03.01.01.0007
1.02.1.03.01.01.0007.5.2.2
1.03.1.03.01.01.0008
1.03.1.03.01.01.0008.5.2.2
1.03,1.03.01.01.0009

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Kegialan Adminisirasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegratan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Deeralh
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyedizan Jasa Komunikasi, Alr dan Listnk Perangksal Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Ferkantoran Perangkal Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Rapal Koordinasi dan Konsuftasi Dalam dan Luar Dzerah Perangkal Dacrah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Mintum Rapal Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkal Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemeltharaan Rulin/ Berkalta Rumah JabatarvRumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Parangkat Daerah

1.358.707.711.000
117.305.564.000
117.305.564.000
1.241.402.147.000
21.285.584.000
292.278.000
292 278,000
1.025.086.000
35.800.000
989.296.000
1.588.580.000
1.588.580.000
120.000.000
120.000.200
£.653.424.000
1.263.710.000
5.389.714.000
1.219.266.000
1.219.266.000
545.850.000
545.950.000
52.327.000
52.327.000
5.578.227.000

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURLUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS!, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 17




KODE REKENING URAJAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03,1.03.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000
1.03.1.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.559.227.000
1.03.1,03.01.01.0010 Kegiatan Pemefiharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Peranghkat Daerah 703.286.000
1.03.1.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 703.286.000
1.03.1.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor +.203.650.000
1.03.,1,03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 3.203.650.000
1.03.1.03.01.01.00%3 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Opearasional 193.500.000
1.03.1.02.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 183.500.000
1.03.1.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pefatihan Formal 50.000.000
1.03.1.02.01.01.0015.6.2.2 Balanja Barang dan Jasa 50,004,000
1.03.1.03.01,01.0016 Kegiatan Pelayanan Inforrnasi Perangkat Daerah 60.000.000
1.03.1.03.01.071.0016.5.2.2 Belanja Bamang dan Jasa 00.000.000
1.03.1.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 487.000.900
1.03.1.03.01.02.0001 Kegiatan Pgnyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah 200.000.Q00
1.03.1.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.006.000
1.03.1.03.01.02.0002 Kegiatan Ponyusunan Dokumon Evaluasi Kineffa Perangkai Daerah 287.000.000
1.03.1.03.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 -
1.03.1.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000
1.03.1.03.01.15 Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan 718.736.961.000
1.03.1.03.01.15.0001 Feningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di witayah Baraf 1 193.229.692.000
1.03.1.03.01.15.0001.5.2.1 Belanja Peqawai 265.100.000
1.03.1.02.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal 182.964.592.000
1.03.1.03.01.15.0002 Peningkatan Jalan dan Penqggantian Jembatan Provinsi di wifayah Barat 2 188.123.256.000
1.03.1.03.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 338.250.000
1.03.1.03.07.15.0002.52.3 Belanja Modal 187.785.006.000
1.03.1.03.01.15.8003 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di witayah tirmur 1 142.801.386.000
1.03.1.03.01,15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 521.400.000
1.03.1.03.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal 142,279,986.000
1.03.1.03,61.15.0004 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembaian Frovins! di wifayah timur 2 184 582.627.000
1.03.1.02.01.75.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 484.000.000
1.03.1.03.01.15.0004.5.2.3 Belanja Modal 184.098.627.000
1.03.1.03.01.16 RehatilitasiiPemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi 270.067.145.000
1.03.1.03.01,16.0G01 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJS Wilayah Semarang 1 5.513.795.000
1.03.1.03.01.16.0001.5.2_% Belanja Pegawai 16.800.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 A
1.02.1.03.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5. 488.955.000
1.02.1.03.01.16.0002 Rehabilitasi Jalan dan Joembalan Provinsi di BPS Wilayah Semarang 1 6.570.580.000
1.03.1.03.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal 6.570.580.000
1.03.1.03.01.16.0003 Pemefiharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi i BPJ Wilayah Semarang 2 3.316.180.000
1.03.1.03.01,16.0003.5.2, 1 Belanja Pegawai 15.300.000
1.03.1.03.01.16.0003 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.880.000
1.03,1.03.01,16.0004 Rehabiitasi Jalan dan Jembatan Provinsi oi BPJ Wilayah Semarang 2 8.056,000,000
1.03.1.03.01.16.0004.5.2.3 Balama Modal 8.056.000.000
1.03.1.03.01.16.0005 Pemeliharaan Rufin Jalan dan Jembatan Provinsi di BRJ Wilayah Pati 1 5.961.755.000
1.03.1.03.01.16.0005.5.2.1 Helanja Pegawai 23.500.000
1.03.1.03.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa £.938.255.000

1.03.1.03.01,16.0006
1.03.1.03.01.16.0006.5.2.3
1.03.1.03.01.16.0007
1.03.1.03.01.16.000¥.5.2.1
1.03.1.03.01.16,0007 .5.2.2
1.03.1.03.01.16.0008
1.03.1.02.01.16.0008.5.2 3
1.03.1.03.04.16.0002
1.03.1.02.01.16.0009.5.2.1
1.03.1.03.01.16.0009.5.2.2
1.03.1.03.01.16.0010
1.03.1.03.61.16.0010.5.2.3
1.03.1.02.61.16.0011
1.03.1.03.01.16.0011.5.2.1
1.03.1.03.01.16.0011.5.22
1.03.1.03.01.16.0012
1.03.1.03.01.16.0012.5.2.3
1.03.1.03.01,16.0013
1.03.1.02.01.16.0013.5.2.1
1.03.1.03.01.16.0013.5.2.2
1.03.1.03.01.16.0014
1.03.1.03.01.16.0014.5.2.3
1.03.1.03.01.16.0015

Rehabilitasi Jalan dan Jembalan Fravinsi di BPJS Wifayah Falf 1
Belanja Modal

Pemaliharaan Rulin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayaeh Pati 2
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Witayah Pati 2
Belanja Madal

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinst di BEJ Wilayah Purwadadi 1
Belanja Pegawai
Belania Barang dan Jasa

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Frovinsi of BPJ Wilayah Purwodad: 1
Belanfa Modal

Pemeliharaan Rulin Jalan dan Jernbatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2
Belanfa Pegawai
Belanfa Barang dan Jasa

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi df BPJ Wilayah Purwodadi 2
Belznja Modal

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi oif BPJ Witayah Magelang
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Rehabililasi Jalan dan Jembalan Provinsi df BPJ Wifayah Magefang 1
Belanja Modal

Pemeliharean Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2

£.831,380.000
8.831.380.000
5.657.090.004)
20.100.000
5.636.950.000
10.523.150.000
10.523.150.000
£.599.707.000
21.200.000
€.578.507.000
11.763.341.000
11,763.331.000
7.909.630.000
26.550.000
7.883.080.000
9.693.825.000
9.693.835.000
4.766.575.000
20.850.000
4,745.725.000
7.941.869.000
7.941.5969.000
F.706.269.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.01.16.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000
1.03.1.03.01.16.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.684.669.000

1.03.1.03.01.16.0016
1.03.1.03.01.16.0016.5.2.2
1.03.1.03.01.16.0017
1.03.1.03.01.16.0017.5.2.1
1.03.1.03.01.16.0017.5.2.2
1.03.1.03.01.16.0018
1.03.1.03.01.16.0018.5.2.3
1.03.,1.03.01.16.0019
1.03.1.03.01.16.0019.5.2.1
1.03.1.03.01.16.0019.5 2.2
1.03.1.03.01.16.0020
1.03.1.03.01.16.0020.5.2.3
1.03.1.03.01.16.0021
1.03.1.03.01.16.0021.5.2.1
1.03.1.03.01.16.0021.5.2.2
1.03.1.03.01.16.0022
1.03.1.032.01.16.0022.52.3
1.03.1.03.01.16.0023
1.03.1.02.01.16.0023.5.2.1
1.03.1.83.01.16.0023.5.2.2
1.03,1.03.01.16.0024
1.03.1.03.01.16.0024.5.2.3
1.03.1.02.01.15.0025
1.03.1.03.01.16.0025.5.2.1
1.03.1.03.01.16.0025.5.2.2
1.03.1.03.01.16.0025
1,03.1,02.01,16,0026.5.2.3
1.03.1.03.01.15.0027
1.03.1.03.01.16.0027.5.2.1
1.03.1.03.01.16.0027.5.2.2
1.03.1.02.01.16.0023
1.03.1.03,01,16.0028.5.2.3

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magefang 2
Belanja Modal

Permeliharaan Rulin Jafan dan Jembalan Frovinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan .Jasa

Rehabilflasi Jalan dan Jembatan Frovinsi df BPJ Wilayah Worosobo 1
Belanja Modal

Pemefiharaan Rutin Jafan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wenosobo 2
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Rehabifitasi Jalan dan Jembalen Provinsi di BEJS Wilayah Wonosobo 2
Belanja Madal

Pemeliharaan Rutin Jalan dzn Jembalan Provinsi oi BPJ Wilayah Surakaria 1
Belanja Pegawai
Eelanja Barang dan Jasa

Rehabifitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakara 1
Eelanja Modal

Pemeliharaan Rulin Jalan dan Jembalan Provinsi di BPJ Wilayah Surakara 2
EBelanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Rehabifitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPS Wilayah Surakaria 2
Eelanja Modal

FPemeliharaan Rutin Jafarn dan Jermbalan Provinsi i BPJ Wifayah Cifacap |
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1
Belanja Modal

Femelharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi i BPJ Wilayah Cilacap 2
Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa

Rehabifitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPS Wilayah Cilacap 2
Balanja Modal

§.531.865.000
£.531.865.000
€.506.660.000
19.250.800
5.487.410.000
9.108.315.000
2.108.315.000
4.786.520.000
12.100.000
4.774.420.000
10.352.864.000
10.352.864.000
7.856.686.000
27 .850.000
7.968.836.000
6.9G7.370.000
6,907.370.000
10.971.442.000
35.500.000
10.935.942.000
8.774.402.000
8.774.402.000
3.329.450.000
196.050.00C
3.133.400.000
9.475.032.000
9.475,032.000
3.561.305.000
162.720.000
3.398.555.000
8.106.102.000
£.106,102.000
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~ KODE REKENING

1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.
1.03.1.03.01.

1

16.0029
16.0029.5.2.1
16.0029.5.2.2
16.0030
16.0030.5.2.3
16.0031
16.0031.5.2.1
16.0031.5.2.2
16.0032
16.0032.5.2.3
16.0033
16.0033.5.2.1
16.0033.5.2.2
16.0034
16.0034.5.2.3
16.0035
16.0035.5.2.1
16.0035.5.2.2
16.0036
16.0036.5.2.3
17

17.0001
17.0001.5.2.1
17.0001.5.2.2
17.0001.5.2.3
17.0002
17.0002.5.2.1
17.0002.5.2.2
17.0003
17.0003.5.2.1
17.0003.5.2.2
17.0003.5.2.3
18

18.0001

URAIAN

2
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1

Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2

Belanja Modal

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan

Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciptakaryaan

JUMLAH

3
3.673.450.000
15.550.000
3.657.9500.000
13.352.582.000
13.352.582.000
4.138.340.000
17.950.000
4.120.390.000
11.021.739.000
11.021.739.000
7.332.285.000
17.250.000
7.315.035.000
7.364.735.000
7.364.735.000
4.188.885.000
12.450.000
4.176.435.000
9.745.746.000
9.745.746.000
21.531.057.000
16.526.673.000
228.700.000
1.458.723.000
14.839.250.000
2.613.750.000
2.250.000
2.611.500.000
2.390.634.000
425.650.000
1.307.884.000
657.100.000
99.402.329.000
4.478.994.000

DASAR HUKUM

4
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 =
1,03.1.03.01,18.0001,5.2,1 Belanja Pegawai 187.100.000
1.03.1.03.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.066.023.000
1.03.1.03.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal 2.225.871.000
1.03.1.03.01.18.00062 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinst 2.383.733.000
1.03.1.03.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 71.500.000
1,03.1.03.01.18.0002.5.2.3 Belanja Modal 2.312.293.000
1.03.1.03.01.18.0003 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi 9.317.7£8.000
1.03.1.03.01,18.0003.5.2.2 Belarnja Barang dan Jasa 0.317.728.000

1.03.1.03.01.18.0004
1.03.1.03.01.18.0004.5.2.3
1.03.1.03.01.18
1.03.4.03.071.19.02001
1.03.1.03.01.19.0001.5.2.1
1.03.1.03.01.19.0001.5.2.2
1.03.1.03.01.19.0001.5.2.3
1.03.1.03.01.19.0002
1.03.1.03.01.195.0002.5.2.1
1.03.1.03.01.19.0002.5.2.2
1.03.1.03.01.19.0003
1.03.1.03.01,19.0003.5.2.1
1.03.1.03.01.19.0003.5.2.2
1.03.1.03.01.20
1.03,1.03.01.20.0001
1.03.1.03.01.20.0001.5.21
1.03.1.03.01.20.0001.5.2.2
1.03.1.03.01.20.0001.5.2.3
1.03.1.03.01.20.0003
1.03.1.03.01.20.0003.5.2.1
1.03,1,03.01,20.0003.5.2.2
1.03.1.03.01.20.0004
1.03.1.03.01.20.0004.5.2.1
1.03.1.03.01.20.0004.52.2
1.03.1.G3.01.20.0004.5.2.3

Pengadaan Tanah unluk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah
Eelanja Modal
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi
Perningkatan Sarana Prasarana air minum
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pendampingan pefaksanaan program pusal PAMSIMAS
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkalan Sarana Frasarana Penyehatan Lingkungan
Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi
Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gadung Mitik Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Balanja Modal
Pembinaan Jasa Konsinksf
Balanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan Informasi Konsiruks!
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

83.221.814.000
83.221.814.000
49.750.000.004
48.150.000.000
509.000.000
1.641.000.000
46.000.000.000
700,000,000
6E.750.000
633,250,000
900.000.000
161.500.000
738.500.000
6G.142.071.000
59,234 221,000
42.25G.000
16.103.500.000
43.088.471.000
577.850.000
157.850.000
420.000.000
330.000.000
31.000.000
279.000.000
20.000.000
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

@ PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

....-;".ﬂ-t.,j TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUW
1 2 3 e
1.03.1.03.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 4,715.000.000
1.03.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASL]I DAERAH 4.715.000.000
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.715.000.000 | Peraturan Daerah Momor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.02.00,00.5 BELANJA DAERAH 332.681.258.000
1.03.1.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ’ 80.460.500.000
1.03.1,03.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 80.460.500.000
1.03.1.03.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 252.220,858.000
1.03.1.03.02.0% Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 18.653.353.000
1.03.1.03.02.01.0001 Kagiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkal Daerah 1.660.956.000
1.03.1.03.02.03.0001.5.2.1 Belanja Pegawal 1.037.302.000
1.03.1.03.02.61.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 623.656.000
1.03.1.03.02.0%.(002 Kegiatan Pelayanan Jasa Sural Menyural dan Kearsipan Perangkalt Daerah 991.904.000
1.03.1.03.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 591.504.000
1.03.1.03.02.Q1.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daegrah 1.537.288.000
1.03.1.03.02.01.00035.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.537.288.000
1.03.1.03.02,01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daeraf 194,700,000
1.03.1.03.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.700.000
1.03.1.03.02.03.0005 Kegiaian Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkanioran Perangkat Daerah 2.150.380.000
1.03.1.03.0201.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 397.920.000
1.03.1.03.02.0%.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.752.460.000
1,03.1.03.02.07.0006 Kegiatan Rapal Koordinas! dan Konsuftast Dafam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 602.120.000
1.03.1.03.02.0%.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 602.120.000
1.03.1.03.02.01.0007 Kegialan Pelayanan Penyedizan Makan Minum Rapsa! Peranghkat Daerah 119.570.000
1.03.1.03.02.04.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.570.000
1.03.1.03.02.01.0008 Kegialan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Permpuslakaan Perangkal Daerah 22.040.000
1.03.1.03.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.040.000
1.03.1.03.02.01.0009 Hegfafan Pemefiharaan Rulin Berkala Rumah Jabaltan/Rumah Dinas/Gedung Kenior/ Kendaraan 3.855.428 000
Dinag/Operasional Peranghkal Daergh
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KODE REKENING URAJAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.955.428.000
1.03.1.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rurnafr Tangga Perangkat Daerah 953.787.000
1.03.1.03.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 783.787.000
1.03.1.02.02.01.0010.5.2.3 Belanja Madal 170.000.000

1.03.1.03.02.01.0011
1.03.1.03.02.01.0011.5.2.3
1.03.1.02,02.01,0012
1.03.1.03.02.01.0012.5.2.3
1.02.1.03.02.01.0013
1.03.1.03.52.01.0013.5.2.3
1.03.1.03.02.01.0015
1.03,1.03.02.01.0015,5.2.2
1.03.1.03.02.01.0016
1.03.1.03.02.01.0016.5.2.1
1.03.1.03.02.01.0016.5.2.2
1.03,1.03.02.01.0023
1.03.1.03.02.01.0023.5.2.2
1.03.1,03.02.02
1.03.1.03.02.02.0001
1.03.1.03.02.02.0001.5.2.1
1.03.1.03.02.02.0001.5.2.2
1.03.1.03.02.02.0002
1.03.1.03.62.02.0002.5.21
1.03.1.03.62,02.0002,5 2.2
1.03.1.03.02.21
1.03.1.03.02.21.0001
1.03.1.03.62.21.0001.5.2.1
1.03.1.03.02.21.0001.5.2.2
1.03.1.03.02.21.0001.5.2.3
1.03.1.03.02,21, 0002
1.03.1.03.02.21.0002.5.2.1
1.03.1.03.02.21.0002.5.2.2
1.03.1.03.02.21.0002.5.23
1.03.1.63.02.21.0003

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Frasarana Kanlor
Belanja Modal

Kegiatan Rehab Gedung Kenlor Perangkat Daerah
Belanja Modal

Kegiaian Pengadaan Kendaraan Dinas/Cperasinal
Belanja Modal

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan .Jasa

Kegiatan Pefayanan Informasl Perangkat Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kagiatan pengefolaan adminisirasi kepegawaian perangkal daerah
Belanja Barang dan Jasa

Perencanaain dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinera Perangkaf Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengelalaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku

Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana ligasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modzsl

Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanfa Modal

Pembinaan, Pemantauan & Eveluasi Kinega dan Kondisi Prasarana dan Sarana Ingas!

1.633.180.000
1.633.180.000
1.600.000.0C0
1.600.000.000
1.120.000.000
1.120.000.000
2.245.000.000
2.245.000.000
1.167.000.000
20.000.000
1.147.000.000
100.000.000
$00.000.000
975,000,000
450.000.000
66.000.000
384.000.000
525,000.000
66.000.000
459,000.000
122.303.753.000
39.498.513.000
126.504.000
135,671,000
39.236.242.000
32.913.583.000
129.250.000
68.263.000
32.716.370.000
464.557.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 &
1.03.1.03.02.21.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 66.006.000
1.03.1.03.02.21.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 398.557.000
1.03.1.03.02.21.0004 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kandisi Frasarana dan Sarena Air Baku 243.695.000
1.03.1.G3.02.21.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243, 695.000
1.03.1.03.02.21.0005 Kefasama dan Manajemen Ascl dalam Pengolofaan SDA 2.535,0C0.000
1.03.1.03.02.21.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 219.000.000
1.03.1.03.02.21.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.631.115.000
1.03.1.03.02.21.0005.5.2.3 Belanfz Modal £84.885.000
1.03.1.03.02.21.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana lrigasi dan air baku Balal PSDA Pemali 10.405.782.000Q

1.03.1.03,02.21.0008.5.2.1
1.03.1.02.02.21.0006.5.2.2
1.03,1.03.02.21.0007

1.03.1.03.G2.21.0007.5.2.1
1.03.9,02.02.21.0007.5.2.2
1.03.1.03.62.21.0008
1.03.1.03.02.21.0008.5.2.1
1.03.1.03.02.21.0008.5.2.2
1.02.1.03.02.21.0003

1.03.1.03.02.21.0009.5.2.1
1.03.1.03.02.21.0009.5.2.2
1.03.1.03.02.21.0010
1.03.1.03.02.21.0010.5.2.1
1.03.1.03.02.21.0010.5 2.2
1.03.1.02.02.21.0011

1.03.1.03.02.21.0011.5.21
1.03.1.03.92.21.0011.5.2.2
1.03.1.02.02.22
1.02.1.02.02.22.0001
1.03.1.02.02.22.0001.5.2.1
1.03.1.03.02.22.0001.5.2.2
1.03.1.02.02.22.0001.5.2.3
1.03.1.03.02.22 0002

Comal
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Bafai PSDA Bodn
Kiip

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Operasi dan Pemeltharaan Prasarana dan Sarana Irigasf dan air baku Balai PSDA Sefuna
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Operasi dan Pemelitaraan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan
Solo

Belanja Pegawsi
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana den Sarana lrigasi dan air baku Balai PSDA Probolo
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana frigasf dan air baku Balai PSDA Serayu
Citanduy
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Suagai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir

Pembangunan dan Rehabilifast Prasarana dan Sarana Sungai dan Panitai
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantal

3.981.800.000
6.423 982,000
§.044.746.000

3.468.650.000
4,576.025.000
6.809.420.000
2.864.150.000
3.945.270.000
11.938.534.000

3.781.125.000
£.157.463.000
4.124.913.000
2.311.700.000
1.813.213.000
2.324.500.000

3.054.5650.000
2.269.950.000
B8.322.533.000
53.253.261.000
156.750.000
1.798.800.000
51.297.611.000
1.076.825.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 @
1.03.1.03.02.22.0002,5.2.1 Belanja Pegawai £98.300.000
1.03.1.03.02.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 078.525.000
1.03.1.03.02.22.0003 Pengendalian Banjir dan Pengelofaan Peralfatan 8.152.359.000
1.03.1.03.02.22.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.744.608.000

1.03.1.03.02.22.0003.5.2.2
1.03,1.03.02.22.0003.5.2.3
1.03.1.03.02.22.0006
1.03.1.03.02.22.0006.5.2.1
1.03.1.03.02.22.0006.5.2.2
1.03.1.03.02.22.0007
1.03.1.03.02.22,0007.5.2.1
1.03.1.03.02.22.0007.5.2.2
1.03.1.03.02.22.0008
1.03.1.03.02.22.0008.5.2.1
1.03.1.03.02.22.0008.5.2.2
1.03.1.03.02.22.0009
1.03.1.03.02.22 0009.5.2.1
1.03.1.03.02.22.0008.5.2.2
1.03.1.03.02.22.0010
1.03.1.03.02.22.0010.5.2.1
1.03.1.03.02.22,0010.5. 2.2
1.03.1.03.02.22.0011
1.03,1,03.02.22 (011.5.2.1
1.03.1.03.02.22.0011.5.2.2
1.03.1.03.02.22.0012
1.03.1.03.02.22.0012.521
1.03.1.03.02.22.0012.52.2
1.03.1,03.02.22.0013
1.03.1.03902.22.0073.5.21
1.03.1,03.02.22.0013.5.2.2
1.03.1.03.02.22.0014
1.03.1.03.02.22.0014.5.21
1.03,.1.03.02.22 0014.5.2.2
1.03.1.03.02.22.0015

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Kegiatan Qperasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Panlai Balai PSDA Pemali Comal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiaian Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Paniaf Balai PSDA Bodri Kuto
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pemeliharaan darural prasarana dan sarana Sungal dan Pantai Balai PSDA Zefuna
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pemealiharaan darural prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo
Belanja Pegawai
Belanja Barang dar Jasa
Kegiatan Pemeliharaan darural prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo
Belanja Pegawai
Eelanja Barang dan Jasa
Keglalan Pemefharaan darurat prasarana dan sacana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Peamali Comal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodn Kuto
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pengendelian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Sefuna
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiafan Penanganan Banjfir Bafai PSDA Sefunsa

3.644.001.000
2.763.750.000
5.325.460.000
63.100.000
2.262.360.000
3.821.650.000
251.550.000
3.570.100.000
1.325.320.000
35.125.000
1.290,135.000
1.366.321.0C0
54.875.000
1.311.446.000
1.355.237.000
150.800.000
1.208.237.000
826.609.000
23.400.000
803.209.000
1.377.589.000
485.350.000
852.235.000
919.985.000
450.800.000
429,185,000
500.006.000
339.300.000
260.700.000
852.484.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.02.22.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 378.252.000
1,03.1.03.02.22.0015,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 474.232.000
1.03.1.03.02.22.0016 Kegiatan Pengendalian dan pendayegunaan SDA Balai F50A Bengawan Solc 1.077.565.000
1.03.1.03.02.22.0016.5.21 Belanja Pegawai 299.900.000C
1.03.1.03.02.22.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 777.668.000
1.03.1.03.02,22.0017 Kegiatan Penanganan Banjir Balzi PSDA Bengawan Solo 686.500.000
1.03.1.02.02.22.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 324.375.000
1.03.1.03.02.22.0017.5.2.2 Balanja Barang dan Jasa 362.125.000
1.03.1.02.02.22.0018 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probiolo 846.869.000
1.03.1.03.02.22.0018.5.21 Belanja Pegawai 423.250.000
1.03.1.02.92.22.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 423.519.000
1.03.1.03.02.22.0019 Kegiafan Penenganan Banjfir Balei PSDA Frobolo 735,831,000
1.03.1.03.02.22 0019521 Belanja Pegawal 280.350.000
1.03.1.03.02.22.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 455.581.000
1.03.1.03.02.22 0020 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunzan SOA Bafal PS0A Serayu Citanduy 1.042.568.000
1.03,1,03.02.22.0020.5.2.1 Belanja Pegawal 462.150.000
1.03.1.03.02.22.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 580.419.000
1.03.1.03.02.22.0021 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy §920,987.000
1.03.1.03.02.22.0021.5. 2.1 Belanja Pegawai 520.650.000
1.03.1.03.02.22.0021.5.2.2 8elanja Barang dan Jasa 409.337.000
1.03.1.03.02.22 0022 Kegiatan Penanganan Baryir Balai PSDA Pemali Camal 1.000.000.000
1.03,1.03.02.22.0022.5.2.1 Belanja Pegawai 707 .875.000
1.03.1.03.02 22 0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 292,125.000
1.03.1.G3.02.22.0023 Kegfatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto 1.446.008.00Q
1.83.1.03.02.22.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 295.500.000

1.03.1.03.02.22.0023.5.2.2
1.03.1.03.02.23
1,03.1,83.02.23.0001
1.03.1.03.02.23.00001.5 21
1.03,1.03.02.23.0001,5.2.2
1.03.1.03.02 23 0001.52.3
1.03.1.03.02.23.0002
1.03.1,03.02.23.0002,.5.2.%
1.03.1.03.02.23 0002 52,2

Belanja Barang dan Jasa

Program Pengemtangan Dan Pembinaan Teknis SDA

Kegfatan Perencanzan feknis Prasarana dan Sarana S0A
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Eslanja Madal

Kegiatan Pengelolaan Hidrofogi dan Sistem Informasi SDA
Belanja Pegawai

Balanja Barang dan Jasa

1.150.508.000
16.901.269.000
0.861.095.000
225.500,000
403.910.000
9.032.585.000
2.7104.374.000
99.000.000
1.107.135.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.02.23.0002.5.2 3 Belanja Modal $98.239.000
1.03.1.03.02.23.0003 Kegialan Pengembangan dan Pendayagunaan 5DA 5.134.900.000
1.02.1.03.02.23 0003 5.2.1 Belanja Pegawai 304.750.000
1.03.1.03.02.23.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.830.150.000
1.03.1.03.0&.24 Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.065.000.000
1.03,1.03.02.24.0004 Penyusunan Rencana Tala Ruang Provinsi Jawa Tengah 1.445.000.000
1.03.1.03.02.24.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 37.500.000
1.03.1.03.02.24.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.407.500.000
1.03.1.03.02.24.0005 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang KebfKota 455.000.000
1.03.1.03.02.24.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000
1.03.1.03.02.24.0005.5.2.2 Belania Barang dan Jasa 422.000.000
1.03.1.03.02.24.0007 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 700.000.000
1.03.1.03.02.24.0007 521 Belanja Pegawai 78.008.600
1.03.1.03.02.24.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa §22.000.000
1.03.1.03.02.24 2009 Kegistan Pemaniauan Pemantfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 150.000.000
1.03.1.03.02.24.0009.5.2.1 Belan]a Pegawal J33.000.000
1.02,1.03.02.24.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000 =
1.02.1.03.02.24 0010 Kegiatan Pemamiauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuio 150,000,000
1.03.1.03.02.24.00100.5.2 1 Belanja Pegawai 66.000.000
1.03.1.03.02.24.0010.5 2.2 Selanja Barang dan Jasa £4.000.000
1.03.1.03.02.24 0011 Kegialan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayahk Balai PSDA Seluna 100.000.000
1.03.1.03.02.24.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000
1.03.1.03.02.24.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000
1.03.1.03.02.24.0012 Keglatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balaf PSDA Bengawan Sofo 100,000,000
1.03.1.03.02.24.0012.5.2,1 Belanja Pegawai 20.250.000
1.03.1.03.02.24.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa §9.750.000
1.03.1,03.02 24,0013 Kegialan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probola 100.000.000
1.03.1.03.02.24.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 33,000,000
1.02.1.03.02.24 0013,5.22 Belanja Barang dan Jasa 67.000.0C0
1.03.1.03.02.24.0D014 Keglalan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 100.000.000
1.03.1.03.02.24 0014 .5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.0C0
1.03.1.03.02.24.0014 5 2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000
1.03.1,03.02.24.0015 Optimafisasi Pelaksanaan Pemaniaalan Ruang 755.000.000
1.03.1.03.02.24 0015.5.2.1 Belanja Pegawai 120.000.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.02.24.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa £35.000.000
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1.04 FERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.01 DCinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.04,1.04,01.00.00 .5 BELANJA DAERAH 44.612.807.000
1.04.4.04.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.531.207.000
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1 Befanja Pegawai 14.531.307.000
1.04.1.04.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 30.081.500.000
1.04.1.04.01.07 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawalan dan Keuangan Perangkal Daerah 5 765.000.000
1.04,1.04.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkal Daerah 50.000.000
1.04.1.04.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
1.04.1,04.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 200.000.000
1.04.1.04.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 31.350.000
1.04.1.04.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 168.650.000
1.04.1.04.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listak Perangkat Daerah 600.000.00C
1.04.1,04.01,01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa §00.000.000 )
1.04.1.04.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Miltk Daerah 140.000.000
1.04.1,04.01,01,0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000
1.04.1.04.01.01.0005 Kegiatan Pgnyedigarn Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Ferangkat Daerah 1.200.000.000
1.04.1,04.01.01.0005.5.2. Belanja Pegawai 892.350.000
1.04.1.04.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 307.650.000
1.04.1,04.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalfam darn Luar Daeral Perangkat Daerah 200.000.000
1.04.1.04.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
1.04.1.04.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 175.000.000
1.04.1.04.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000
1.04.1.04.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpusiakaan Perangkal Dagrah 40,000,000
1.04,1,04.01.01.00058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17,180,000
1.04,1.04.01,01.0008.5.2.3 Belanja Modal 22,820,000
1.04.1.04.01.01.0009 Kegiatan Pemefiharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kanior/ Kendaraan 900.000.000
Dinas/Operasional Perangkat Daeral
1.04.1.04.01.01.0009.52.2 Eelanja Barang dan Jasa 900.000.000
1.04.1.04.01.07.0010 Kegiatan Pemefitaraan Rutin /Berkala Sarana Kanlor dan Rumah Tangga Perangkal Daerah 200.000.000
1.04.1.04.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
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KODE REKENING URAJAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 =
1.04.1.04.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Karnior 550.000.000
1.04.1.04.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal £50.000.000
1.04.1.04.061.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kanlor Perangkat Daerah 800.000.000
1.04,1.04.01.01.0012.5.2.2 Belanja Modal 500.000.0C00
1.04.1.04.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 756.000.000
1.04.1.04.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000
1.04,1.04.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.C00.000
1.04.1.04.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
1.04.1.04.01.01.0016 Kegialan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 235.000.000
1.04.1.04.01.01.0016.5.21 Belanja Pegawai 45.200.000
1.04.1.04.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.200.000
1.04.1.04.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 715.000.000
1.04.1.04.01.02.0001 Kegialan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 390.000.000
1.04.1.04.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 51.050.000
1.04.1.04.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 328.850.000
1.04,1.04.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Cvaluasi Kinerfa Perangkat Daerah 325.000.000
1.04.1.04.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 71.500.000
1.04.1.04.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 253,500,000
1.04.1.04.01.15 Pembangunan Perumahan 14.955.000.000
1.04.1.04.01.15.0005 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan 10.215.575.000
1.04.1.04.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 443.500.000
1.04.1.04.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Q772075000
1.04.1.04.01.15.0007 Peningkatan dan Pembangunan Perurnahan Swadaya 1.600.000.000
1.04,1.04.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 475,800,000

1.04.1.04.01.15.0007.5.2.2
1.04.1.04.01.15.0008

1.04.1.04.01.15.0008.5.2.1
1.04,1.04.01,15.0008.5.2.2
1.04.1.04.01.16
1.04.1.04.01.16.0001
1.04.1.04.01.16.0001.5.2.1
1.04.1.04.01.16.0001.5.2.2
1,04.1.04,01,16,0003
1.04.1.04.01.16.0003.5.21

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan dan Rehabifitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasiitasi Relakast Frogram FPemerniniah,
Rumah Umum dan Rumah Khusus beseria PSU nya

Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualifas Kawasan Permukiman Kumuh
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Fengembangan PSU Kawasan Permukiman

Belanja Pegawal

1.124.200.000
3.139.425,000

157.450.040
2,981.975.000
5.251.500.000

251.500.000

61.030.000

150.450.000
4.,150,000.000

115.000.000
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KODE REKENING URAJAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.04.1.04.01.16.0003.5.2.2 Belanjs Barang dan Jasa 4.035.000.000
1.04,1.04.01.16.0005 Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman 850.000.000
1.04.1.04.01.16.6005.5.2.1 Belanja Pegawai 74.650.000
1.04.1.04.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa FT5.350.000
1.04.1.04.01.17 Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.630,000.000
1.04.1.04.01.17.0001 Fenyusunan, Pengefofaan, dan Pengembangan Data Gidang Perumahan, Kawasan Perrnukiman dan 700.000.0C0
Pertanahan
1.04.1.04.01.17.0001.521 Belanja Pegawai 105.200.000
1.04.1.04.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 594.200.000
1.04.1.04.01.17.0002 Penyusunan Kebifakan dan Stralegi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 530.000.000
1.04.1.04.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawal 90.250.000
1.04.1.04,01.17.0002.52 2 Belanja Barang dan Jasa 439,750,000
1.04.1.04.01.47.0003 Pembinaan, monitaring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 400.000.000
1.04.1.04.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 74.500.000
1.04.1.04.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 325.508.000
2.04.1.04.01.15 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 1.765.000.000
2.04.1.04.01.15.0015 Penanganan Permasalahan Pertanahan $30.000.000 3
2.04,1.04,01,15.0015,5.2.1 Belanja Pegawai 87.500.000
2.04.1.04.01.15.0615.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 442 500.000
2.04.1.04.01.35.0018 Pembinaan dan Pengendafian dafam Penyefenggaraen Urnusan Perlanahan 600.000.000
2.04.1.04.01.45.0018.5.2.1 Belanja Pegawai 171.900.000
2.04.1.04.01.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 428.100.000
2.04.1.04.01.15.0019 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum danr Penanganan Tertib Administrass 635.000.000
Pertanahan
2.04,1,04.01.15.0019.5.2.1 Belanja Pegawai 159.000.000
2.04.1.04.01.15.0019.52.2 Belanja Barang dan Jasa 476.002.000
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PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3
1.056.1.05.0%.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 520.000.000
1.05,1.0501,00004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 520.000.000
1.05.1.05.01.00.004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6,20.000.000 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan

1.05.1.05.01.00.00.5
1.05.1.05.01.00.00.5.1.
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1
1.05.1.05.01.00.00.5.2
1.05.1.05.01.01
1.05.1.05.01.0%.0001
1.05.1.05.01.01.0001.5.21
1.05.1.05.01.04.0001.5.2.2
1.05,1.05.01.01.0002
1.05.1.05.01.01.0002.5.2.2
1.05.1.05.01.01.0003
1.05.1.05.01.01.0603.5.2.2
1.05,1,05,01,01,0004
1.05.1.05.01.01.0004.5.2.2
1.02.1.05.01.01.0005
1.05.1.05.01.01.0005.5.2.1
1.05.1.05.01.01.0005.5.2.2
1.05.1.05.01,01.2006
1.05.1.05.01.01.8006.5.2 2
1.05.1.05.01.01.0007
1.05.1.05.04.01.0007.5.2.2
1.05.1.05.G1.01.0008
1.05.1.05.01.01.0008.5.2.2
1.05.1.02.01.01.0008.5.2.3

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG

Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiaian Adminisirasi Pelayanan Keuvangan Perangks! Dasrah
Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pefayanan Jasa Soral Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerab
Belanja Barang dan Jasa
Kegialan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listnk Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Kogiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daarah
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkal Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegialan Rapat Koordinasi dan Konsullasi Dafam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Kegialan FPefayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Belanfa Barang dan Jasa
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Belan/a Modzl

35.201.842.000
13.161.842.000
13.161.542.000
22.040.000.000
§.252.006.000
304.000.000
260.400.000
43.600.600
18.750.000
18.750.000
700.800.000
700.800.000
195.000.000
195.000.000
2.721.850.000
1.752.600.000
969.250.000
690.000.000
690.000.000
185.600.000
185.600.600
21.506.000
16.200.000
5.360.000

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.05.1.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutir Berkala Rumah Jabalan/Rumah Dinas/Gedung Kanior/ Kendaraan 980.000.00G
Dinas/Operasional Perangkal Dacrah
1.05,1.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9860.000.000
1.05.1.05.01.01.0010 Kegfatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kanlor dan Rumah Tangga Perangkal Daerah 250.000.000
1.05.1.05.01.01,0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000

1.05.1.05.01.01.0011
1.05.1.05.01.01.0011.5.2.3
1.05.1.05.01.01.0012
1.05.1.05.01.01.0012.5.2.2
1.05.1.05.01.01.0014
1.05.1.05.01.01.0014.5.2.2
1.05.1.05.01.01.8015
1.05.1.05.01.01.0015.5.2.2
1.05.1.05.01.01.0016
1.05.1.05.01.01.0016.5.2.2
1.05,1.05.01.01.0023
1.05.1,05.01.01.0023.5.2.2
1.05.1.05.01.02
1.05.1.05.01.02.0001
1.05.1.05.01.02.0001.5.2.2
1.05.1.05.01.02.0002
1.05.1.05.01.02.0002.5.2 2
1,05,1.05.01.18
1.05.1.05.01.18.0007%
1.05.1.05.01,18.0001.5.2.1
1.05.1.05.01.18.0001.5.2.2
1.05.1.05.01.18.0002
1.05,1.05.01.18.0002.5.2.1
1.05.1.05.01,18.0002.5.2.2
1.05.1.05.01.18.0003
1.05.1.05.01.18.0003.5.2.2
1.05.1.05.01.18.0004
1.05,1.05.01.18.0004.5.2.1
1.05.1.05.01.38.0004.52.2
1.05.1.05.01.19

Kegialan Penvediaan Sarana dan Prasarana Kamlor
Belanja Modal

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pengadaan Pakatan Dinas
Belanja Barang dan Jasa

Kegizlan Pendidikan dan Pefatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa

Kegialan Pefayanan Informasi Perangkal Dasrah
Belanja Barang dan Jasa

Kegialan pangelalaan adriristrasi kepegawaian perangkat daerah
Belanja Barang dan Jasa

Perencanaan dan Evaluasl Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinera Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah

Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Frovinsi Jawa Tengah
Belania Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jaza

FPemberdayaan PEFNS
Belanja Barang dan Jasa

Kegialan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Hlega!
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal

1.320.250.000
1.320.250.000
176.500.000
176.500.000
230.000.000
230.000.000
125.000.000
125.000.000
5,000.060
&0.000.000
282.750.000
282.750.000
440.000.000
£00.000.000
200.000.008
240.000.000
240.000.000
2.280.000.000
1.000.000.000
52.500.000
947.500.000
500.000.000
12.000.000
488,000,000
180.000.000
180.004.000
600.000.000
30.000.000
570,000,000
2.568.000.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.05.1.05.01,15.0001 Pemalharaan Tramtibum di Jawa Tengah 1.000.000,000
1.05,1.05.01.18.0001.5.2.1 Eelania Pegawai 145.600.000
1.05.1.05.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa £51.400.000
1.05.1.05.01.18.0002 Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Kelerfiban Urnum 1.568.000.000
1.05.1,05.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 170.000.000

1.05.1.05.01.19.0002.5.2.2
1.05,1.05.01.20
1.05.1.05.01.20.0001
1.05.1.05.01.20.0001.5.21
1.05.1.05.01.20.0001.5.2.2
1.05.1.05.01.20.0002
1.05.1.05.01,20.0002.5.2.1
1.05.1.05.01.20.0002.5.2.2
1.05.1.05.01.20.0003
1.05.1.05.01.20.0003.5.2.2
1.05.1.05.01.21
1.05.1.05.01.21.0001
1.05.1.05.01.21.0001.5.2.9
1.05.1.05.01.21.0061.5.2.2
1.05.1.05.01.21.0002
1.05.1.05.01.21.0002.5.2.1
1.05.1.0501.21.000252.2

Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masvarakal terhadap tbuomtranmas
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Pendataan Dasrah Rawan Gangguan Tramtib
Belanja Pegawai
Balanja Barang dan Jasa
Peningkaian Kepasitas/Mualitas S0M
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Teslatih
Peninghatan Keterampifan Satfinmas
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kepasitas Kelemmbagaan Sailfinmas
Belanja Pegawal

Belanja Barang dan Jasa

1.398.000.000
1.250.000.0C0
650.000.000
18.400.000
6§31.600.000
190.000.G00
31.500.000
158.500.000
410.000.000
410.000.000
7.250.000.000
3.650.000.000
597.000.000
3.053.000.000
3.600.000.000
45.000.000
3.555.000.000
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 =
1.05.1.05.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 47.350.262.000
1.05.1.05.02.00,00.51, BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.88%.999.000
1.03.1.05.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawail 10.859.999.000
1.05.1.65.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 36.450.263.000
1.05.1.05.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawalan dan Keuangan Perangkat Daerah 5.525.000.000
1.05.1.05.02.01.0001 Kegialan Adminisirasi Pelavanan Kevangan Perangkat Daerah 231.000.000
1.05.1.05.02.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawal 228.000.000
1.05.1.05.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.00G.000
1.05.1.05.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Sural Menyural dan Kearsipan Perangka! Daerah 7.000.000
1.05.1.05.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000
1.05.1.05.02.01.0003 Keglatan Penpediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 350.000.000
1.05.1.05.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.800.000
1.05.1.05.02.01.0004 Kegialan Penyediaan Janunan Barang Milik Daerah 80.000.000
1.05.1.05.02.01.0004.5 2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000
1.05.1.05.02.01.000% Kegiatan Panyedizan Jasa Kebersihan dan Pelgyanan Perkantoran Peranghkat Daerah 1.730.000.000
1.05.1.05.02.81.0005.5.2.1 Belanja Peqawai 1.104.000.000
1.05.1.05.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6£6.000.000
1.05.1.05.02.07.0006 Kegiatan Rapal Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Peranghal Daerah 200.000.000
1.05.1.05.02.61.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
1.05.1.05.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan FPenyediaan Makan Minum Rapat Perangkal Daerah 90.000.000
1.05.1.05.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 00.000.000
1.05.1.05.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan FPerangkat Daerah £5.000.000
1.05,1.05,02.01,0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000
1.05.1.05.02.01.0009 Kegiaian Pemeliharazan Kulin/ Berkalz Rumah Jabatan/Rumeah Dinas/Gedung Kanfor/ Kendaraan Q00,000,000
Dinas/Operasional Perangkat Dacrah

1.05.1.05.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa §00.000.000
1.05.1.05.02.01.001D Kegiztan Pemeliharaan Rulin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 200.000.00G
1.05.1.05.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
1.05,1.05.02.01,0011 Kegistan Penyediaan Sarana dan Frasarana Kanlar §12.000.000
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KODE REKENING URAJAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.05.1.05.02.01.0011.5.2.3 Belanja Madal £12.000.000
1.05.1.05.02.01.0013 Kegialan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000
1.05.1.05.02.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 125.000.000
1.05.1.05.02,01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 70.000.000
1.05.1.05.02.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000
1.05.1.05.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan FPefaltihan Farmet 445.000.000
1.05.1.05.02.01.00155.21 Belanja Pegawai £2.000.000
1.05.1.05.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 383.000.000
1.05.1.05.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 60.000.000
1.06.1.05.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6(.000.000
1.05.1.05.02.01.0023 Kegiatan pengelofaan adminisirasi kepegawaian perangkal daerah 300.000.000
1.05.1.05.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000
1.05.1.05.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.260.263.000
1.05.1.05.02.02.0001 Keogiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Porangkat Dagrah 655.000.000
1.05.1.05.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 38.000.000
1.05.1.05.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 617.000.000
1.05.1.05.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerqa Ferangkal Daerah 705.000.000
1.05.1.05.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 32.000.000
1.05.1.05.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 673.000.000
1.05.1.05.02.02.0004 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol 2.900.263.000
1.03,1.05.02.02.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 1,046,750.000
1.05.1.05.02.02.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.6853.213.000
1.05,1.05.02.15 Pregram Penguatan [deologi dan Kewaspadaan 8.240.006.000

1.05.1.05.82.15.0001
1.05.1.05.02.15.0001.5.21
1.05.1.05.02.15.0001.5.2.2
1.05.1.05.02.15.0002
1.05.1.05.02,15.0002.5.2.1
1.05.1.05.02,15.0002.5.2.2
1.05.1.05.02.15.0003
1.05.1.05.02,15.0003.5.21
1.05.1.05.02.15.0003.5.2.2
1.05.1,05.02.16
4.05.1.05.02,16.0001

Penanganan Konflik Sosial
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Perningkatan Kapasitas Elermen Masyarakal dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Peningkalan Pengamalan Ideologi Pancasiia dan Wawasan Kebangsaan

Belania Pegawsi
Belanja Barang dan Jasa
Program Penguatan Ketahanan Bangsa

Penguatan Ketahanan Ekonomi!

2.165.000.000
1.598.050.000

966.850.000
3.285.000.000
1.250.65G.000
2.034.350.000
2.790.000.000

330.200.000
2.459.500.000
4.250.000.000
2.350.000.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.05.1.05.02,16.0001.5.2.1 8elanja Pegawai 246.000,600
1.05,1.05.02,16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.104.000.000
1.05.1.05.02.16.0002 Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Elnisitas £55.000.000
1.05.1.05.02.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 142.000.000
1.05,1.05.02,16.0002.5.2 2 Eelanja Barang dan Jasa 811.000.0440
1.05.1.05.02.16.0003 Pengualan Toleransi umal beragama dan pemberdayaan Omas. 1.647.000.000
1.05.1.05,02,16.0003.5 2.1 Belanja Pegawai 182.500.000
1.05.1.05.02.16.0003.5.2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.464.500.000
1.05.1.05.02.17 Program Penguatan Politik Dalam Negeri 9.475.000.000
1.05.1.05.02.17.0001 Pengualan Pendidikan dan Budaya Palfitk 4.100.000.000
1.05.1.05.02.17.0001.5.21 Belanja Pegawai 428.000.000
1.05.1.0502,17.0001 527 Belanja Barang dan Jasa 3.672.000.000
1.05.1.05.02.17.0002 Pengualan Sisfem dan implementasi Kelembagaan Politik 5.375.000.000
1.05.1.05.02,17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.032.450.000
1.05.1.05.02.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.342.550.000
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TARUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi 1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
o1 2 3 &

1.05,1.05.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 36.747.008.000

1.05.1.05.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.947.008.000

1.05.1.05.03.00,00.5.1.1 Belanja Pegawai 7.947.008.000

1.05.1.05.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 28.800.000.000

1.05.1.05.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 9.960.000.000

1,05.1,05.03.01.0001
1.05.1.05.03.01.0001.5.21
1.05.1.05.02.01.0001.5.2.2
1.05.1.05.03.01.0002
1.05.1.05.03.01.0002.5.2.2
1.05.1.05.03.01.0003
1.05.1.05.03.01.0003.5.2.2
1.05.3.05.03.01.0004
1.05,1.05.03.01.0004.5.2.2
1.05.1.05.03.01.000%
1.05,1.05.03.01.0005.5.2.2
1.05.1.05.03.01.000&
1.05,1.05,03.01.0006.5.2.2
1.05.1.05.03.01.0007
1.05.1.05.03.01.0007.5 2.2
1.05.1.05.03.01.0008
1.05.1.05.03.01,0008,5 2.2
1.05,1.05.03.01.0005

1.05.1.05.03.01.0009.5.2.2
1.05.1.05.¢3.01.0010
1.05.1.05.03.01.0010.5.2.2
1.05.1.05.03.01.0011
1.05.1.05.03.01.0011.5.2.3

Kegiatan Administrasi Pefayanan Keuangan Perangkal Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pelayanan Jasa Sural Menyuratl dan Kearsipan Perangkal Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Keglatan Penvediaan Jasa Komumikasi, Air dan Listoik Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daersh
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Parkanloran Perangkal Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsufiast Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Kegialan Pelayanan FPenyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Permpustakaan Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemeliharaan Riulind Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kanlor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkal Daerah

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Eelan[a Barang dan Jasa

Kegiafan Penysdiaan Sarana dan Prasarana Kanlor
Belan]a Madal

1.730.000.000
1.592.850.000
137.150.000
300.000.000
300.008.000
580.000.000
980.000.G00
250.000.000
250.000.000
535.000.000
£35.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
200.000.000
200.000.000
30.000.000
30,000.000
9562.000.000

962.000.000
200.0C0.000
500.000.C00
850.000.600
§50.000.000
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.65.1.05.03.01.0G13
1.05.1.05.03.01.0013.5.2.3
1.05.1.05.03.01.0014
1.05.1.05.03.01.001452.2
1.05.1.05.03.01.0015
1.05.1.05.03.01.0015.5.2.1
1.05.1.85.03.01.0016.52.2
1.05.1.05.03.01.0016
1.05.1.05.03.01.0016.5.2.1
1.05.1.05.03.01.0016.5.2.2
1.05.1.05.03.01.0023
1.05.1.05.03.01.0023 522
1.05.1.05.03.01.0025
1.05.1.05.03.01.0025.5.22
1.05.1.05.03.02
1.05.1.05.03.02.0001
1.05.1.05.03.02.0001.5.2.1
1.05,1,05,03,02,0001,5.2.2
1.05.1.05.03.02.0002
1.05,1.05.03.02.0002.5.2.1
1.05.1.05.03.02.0002.5.2.2
1.05.1.0503.18
1.05.1.05.03.19.0001
1.05.1.05.03.12.0001.5.2.1
1.05.1.05.03.15.0001.5.2.2
1.05.1.05.03.15.0002
1.05.1.05.03.15.0002.5.2.1
1.05.1.05.63.19.0002.5.2 2
1.05.1.05.63.15.0003
1.05.1.05.03.18.0003.52 2
1.05.1.05.03.19.0004
1.05.1.05.03.18.0004.5.2.1
1.05.1.05.03.15.0004.5.2.2
1.05.1.05.03.15.0005

Kegfatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Modal

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Belanja Barang dan Jasa

Kegialan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan pengelofaan agministrasi kepegawaian perangkat daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemelfharaan Rulin/Berkala Kendaraan Dinas /AOperasional
Belanja Barang dan Jasa

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kagiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Kegialan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerga Perangkal Dacrah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pengembangarn Masyarakat Tangguh Bencana
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pametaan dan sinengi pengurangan ristko bencans
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan .Jasa

Pengembangan Alat Sistern Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu informasi Bencana Jig

Belznja Barang dan Jasa

Peningkatan Kapasitas Masyarakal dalam kesiapsiagaan/pra bencana

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Peringkalan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi

muda

1.250.000.000
1.250.000.000
33.000.000
33.000.000
100,000,000
24.000.000
76.000.000
620.000.000
13.000.0C0
607.000.0C0
100.006.000
100.000.000
720.000.000
720.000.000
760.000.000
460,000,000
54.000.000
406,000.000
300.000.000
30.000.000
270.000.000
18.0580.000.000
3.000.000.000
7138.500.000
2.261.500.000
2.700.000.200
802.000.900
1.898.000.000
1.800.0G00.000
1.800.000.000
1.800.000,000
190.004.000
1.610,000,000
800.000.000
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.05.1.05.03.19.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 210.000,000
1.05.1.05.03.19.0005.5.2 2 Belanja Barang dan Jasa 590.000.000
1.05.1.05.03.19.0005 Pengembangan Pusdaiups Jaleng &00.000.000
1.05,1.05.03.19.0006.5.2.9 Belanja Pegawai 227.200.000
1.05.1.05.03.19.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 472.800.000
1.05.1.05.03.19.0007 Evaluasi, Pemantavan, dan Penangenan Darural Bencana 1.000.000.000
1.05.1.05.03.19.0007.5.2.1 Belanja Pegawal 86.000.000
1.05.1.05.03.19.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasza 914.000.000
1.05.1.05.03.19.0008 Binlek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasifas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jaleng a00.000.000
1.05.1.05.03.19.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 75.000.000
1.05.1.05.03.19.0008 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 425000000
1.05.1.05.03.19.0009 Penanganan rehabifitasi pasca bencana o Jaleng 750.000.000
1.05.1.05.03.19.0009.5.2.1 Belanja Pegawsal 39,000,000
1.05.1.05.03.19.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 711.000.000
1.05.1.05.03.19.0010 Peningkalan Kapasitas Femangho Kepentingan PB dalam Kajian Kebuivhan Pasca Bencana Jaleng 400.000.000
1.05.1.05.03,19.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 40.000.000
1.05.1.05.03.19.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 360.006.000 E:
1.05.1.05.03.19.0011 Sinergitas muftisektor Penanganan pascabencana jaleng 400.000.000
1.05.1.05.03.19.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 38.400.000
1.05.1.05.03.19.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasza 361.600.000
1.05.1.05.03.19.0012 Peningkaltan kapasiias logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdarmpak bencana 2.600.000.000
1.05.1.05.03.19.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 114.100.000
1.05.1.0502.19.001252.2 Eelan[a Barang dan Jasa 2.485.900.000
1.05.1.05.03.19.0013 Peningkaltan kapasitas pengelofaan peralatan bencana Jaleng 1.730.000.000
1.05.1.05.03.49.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 108.200.000
1.05.1,05.03,19.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.800.000
1.05.1.05.03.49.0013.5.2.3 Belanja Modal 195.000.000
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PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHLIN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan

1.06 SOSIAL

Organisasi 1.06.01 Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.00,00.4 PENDAPATAM DAERAH 83.000.000
1.06.1.06.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 83.000.000
1.06.1.06.01.00.00.4.7.2 Hasil Relribusi Daerah A3.000.000 | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan

1.06.1.06.01.00.00.5
1.06.1.06.01.00.00.5.1.
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1
1.06.1.06.01.00.00,5.2
1.05.1.06.01.01
1.06.1.06.01.01.0001
1.06.1.06.01.01.0001.5.2.2
1.056.1.06.01.01.0002
1.06.1.06.01.01.0002.5.2.2
1.06.1.06.01.01.0003
1.06.1.06.01.01.0003.5.2.2
1.06.1.06.01.01.0004
1.06.1.06.01.01.0004,5.22
1.056.1.06.01.01.0005
1.06.1.06.01.01.0005.5.2.1
1.06.1.06.01.01.0005.5.2.2
1.06.1.06.01.01.000&
1.06,1.06,01.01,0006.5.2.2
1.06.1.06.01.01.0007
1.06.1.06.01.01.0007.5.2.2
1.06.1.06.01.01.0008
1.06.1.06.01.01.0008.5.2.2
1.06.1.06.01.01.0008.5.2.3
1.06.1.06.01.01.0009

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawal
BELANJA LANGSUNG
Manajemen Administrasi Pelayanan Umutn, Kepegawaian dan Kevangan Perangkat Daerah

Kagiatan Adrinisirasi Pelayanan Keuangan Peranghat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pefayanan Jasa Sural Menyural dan Kearsipan Perangkal Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegialan Penyediaan Jaminan Barang Mifik Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyedisan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkanloran Perangkal Daerah
Belznja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
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